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KATA PENGANTAR 

Dalam buku How Democracies Dies (2018), Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky, 

mengungkapkan:  

Historically, our system of checks'ànd balances has worked pretty well—but 

not, or not entirely, becaùse of the constitutional system designed by the 

founders. Democracies work best—and survive longer—where constitutions 

are reinforced by unwritten democratic norms. Two basic norms have 

preserved America's checks and balances in ways we have come to take for 

granted: mutual toleration, or the understanding that competing parties 

accept one another as legitimate rivals, and forbearance, or the idea that 

politicians should exercise restraint in deploying their institutional 

prerogatives. These two norms undergirded American democracy for most of 

the twentieth century. Leaders of the two major parties accepted one another 

as legitimate and resisted the temptation to use their temporary control of 

institutions to maximum partisan advantage. Norms of toleration and 

restraint served as the soft guardrails of American democracy, helping it 

avoid the kind of partisan fight to the death that has destroyed democracies 

elsewhere in the world, including Europe in the 1930s and South America in 

the 1960s and 1970s1. 

Politisi Indonesia, secara perlahan, mengalami erosi kesadaran terhadap unwritten 

democratic norms yang disebutkan di atas:  

1. Mutual toleration, or the understanding that competing parties accept one 

another as legitimate rivals (saling toleransi, atau pemahaman bahwa pihak-

pihak yang bersaing menerima satu sama lain sebagai saingan yang sah) dan  

2. Forbearance, or the idea that politicians should exercise restraint in 

deploying their institutional prerogatives (kesabaran, atau gagasan bahwa 

politisi harus menahan diri dalam menggunakan hak prerogatif institusional 

mereka). 

Dalam konteks legislasi, kita merasakan hilangnya unwritten democratic norms yang 

kedua itu (menahan diri dalam menggunakan hak prerogatif institusional mereka). 

Tanpa kesabaran untuk menahan diri, berbagai UU lahir dengan melanggar prosedur, 

abai partisipasi, dan minim transpransi, demi kepentingan pragmatis para politisi. 

Prosedur pembentukan UU yang sejatinya dibentuk agar kekuasaan orang “kuat” menjadi 

terbatas (inde datae leges be fortior omnia posset), justru memicu inovasi baru; dengan 

memanfaatkan kewenangan kelembagaan. Inilah yang kita rasakan, efektivitas UU begitu 

tinggi tapi miskin akuntabilitas. Tanpa kesadaran, demokrasi hanya akan menjadi arena 

permainan para elit dan mengantarkan kita pada satu situasi rule by law, bukan rule 

of law.  

 
1 Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracies, (Inggris: Penguin Random House, 2018), hlm. 8. 
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Lalu apa hubungannya Indeks Kinerja Legislasi DPR RI dengan kondisi tersebut? 

Kesadaran dan prosedur merupakan dua sisi mata uang. Prosedur diciptakan untuk 

semakin membatasi kemungkinan orang untuk berbuat jahat. Sejauhmana prosedur 

yang ada berjalan efektif? Kami berupaya mendapatkan jawabannya melalui IKL ini.  

Kami berharap IKL ini bermanfaat bagi banyak pihak, baik masyarakat sipil, 

akademisi, peneliti, dan terutama bagi DPR itu sendiri. Hasil IKL ini diharapkan 

menjadi bahan pertimbangan DPR untuk memperkuat agenda reformasi parlemen 

yang program-programnya selalu menghiasasi setiap periode DPR.  

Salah satu tantangan dari agenda reformasi parlemen ini adalah komitmen politik dari 

pimpinan DPR, kesinambungan program, serta desain pelaksanaan program. Terkait 

hal yang terakhir ini, DPR dapat mengadopsi prinsip kerja dari inisiatif open 

parliament yang telah dideklarasikan oleh DPR pada 2018 lalu. Prinsip kerja open 

parliament adalah membangun kolaborasi antara DPR dengan masyarakat sipil. 

Pada periode ini, DPR telah membentuk sejumlah unit kerja untuk mendorong 

reformasi parlemen. Antara lain Tim Reformasi Parlemen dan Tim Open Parliament 

Indonesia. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang menjadi bagian dari kolaborasi 

bersama DPR RI. Kami berharap tim-tim ini dapat bersinergis dan memanfaatkan 

riset dari masyarakat sipil untuk mendesain agenda perbaikan DPR.   

Kami berterimakasih banyak atas dukungan semua pihak sehingga IKL DPR RI 

Tahun Sidang 2020-2021 ini dapat diterbitkan. Tentu masih banyak yang harus 

disempurnakan baik dari metodologi maupun dimensi dan indikatornya untuk 

penelitian di tahun-tahun berikutnya. Namun IKL DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 

ini, setidaknya menjadi tonggak hadirnya sebuah penilaian terhadap kinerja legislasi 

secara akademis.  

Semoga IKL DPR RI ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja DPR RI.  

 

Jakarta, Februari 2022 

 

 

Ahmad Hanafi 

Direktur Indonesian Parliamentary Center 
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BAB I  

DESAIN INDEKS KINERJA LEGISLASI DPR RI 

A. LATAR BELAKANG 

 

Regresi demokrasi makin dalam menyapa Indonesia. Salah satu indikasinya tampak dari 

proses legislasi di parlemen yang tinggi dalam efektivitas, namun minim dalam 

akuntabilitas. Partisipasi, transparansi, dan prosedur pembentukan undang-undang makin 

mudah diabaikan. Prosedur bukan semata elemen teknis, tetapi jantung dari proses legislasi 

untuk memastikan terpenuhinya hak-hak publik dan tercapainya tujuan dari undang-

undang. 

 

Akibat proses yang abai prosedur dan tidak aspiratif, sejumlah undang-undang yang 

dihasilkan DPR dan Pemerintah pada dua periode terakhir ini, menuai protes publik yang 

semakin besar. Di sisi lain, dua lembaga pembentuk undang-undang tersebut tidak 

menunjukkan respon yang patut dan bertanggungjawab. Undang-Undang KPK, misalnya, 

meski ditolak secara masif di berbagai daerah, bahkan memakan korban jiwa, Pemerintah 

dan DPR tetap tak bergeming.  

 

Demikian pula dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dibuat dalam suasana yang tergesa-

gesa hingga akhirnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi 

(MK), karena teknik penyusunan yang tidak sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, diabaikannya meaningful participation, dan perubahan naskah RUU 

pasca persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah pada rapat paripurna. Masalah 

lainnya yang ditemukan Indonesian Parliamentary Center (IPC) terkait aspek transparansi. 

Hanya 50% dokumen pembentukan undang-undang yang diumumkan ke publik.  

 

Praktik legislasi seperti ini, ternyata tak kunjung berhenti. Pembahasan Undang-Undang 

Ibukota Negara yang selesai dalam 43 hari, kembali mempertontonkan mudahnya DPR dan 

Pemerintah mengabaikan prosedur pembentukan undang-undang, khususnya pada aspek 

transparansi dan partisipasi sejak tahap penyusunan. Naskah akademik yang seharusnya 

dibentuk dalam rangka memberikan gambaran utuh mengenai landasan filosofis, yuridis, 

dan sosiologis, justru menjadi bulan-bulanan kritik publik. Ada banyak undang-undang lain 

yang dibentuk oleh DPR dan Pemerintah dengan cara seperti ini. 

 

Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi tereduksinya kepentingan publik pada 

pembentukan undang-undang, adalah hadirnya kepentingan lain dengan motif ekonomi 

atau politik. Mansbridge mengemukakan salah satu dari empat bentuk representasi dalam 

demokrasi modern yaitu representasi surrogative. Dalam hal ini, wakil politik 

merepresentasikan konstituen yang bukan berasal dari konstituennya. Manifestasi yang 

paling sering dari bentuk representasi ini adalah monetary surrogacy, yang terjadi bila 

warga negara dengan pendapatan tinggi menyumbang kampanye pemilihan di luar daerah 

pemilihan wakil politik.2 

 

 
2 Nuri Suseno, Representasi Politik; Perkembangan Dari Ajektiva ke Teori, (Jakarta: Puskapol Universitas 

Indonesia, 2013), hlm. 77 
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Sebagian mereka merupakan kelompok yang berkepentingan langsung terhadap substansi 

sebuah undang-undang. Pada akhirnya, sebagaimana disampaikan Satjipta 

Rahardjo, “…sulit untuk ditolak perundang-undangan itu lebih menguntungkan pihak yang 

makmur, yaitu mereka yang bisa lebih aktif melakukan kegiatan-kegiatan politik.”3 

Monetary surrogacy ini tidak perlu bekerja pada setiap personal anggota DPR, tetapi cukup 

pada level pimpinan partai, karena mereka yang mengontrol kedaulatan anggota dalam 

pengambilan keputusan. Bahkan semakin mudah lagi karena komposisi partai pemerintah 

yang makin dominan di DPR (81,91%).  

 

Kondisi di atas semakin menyebabkan hilangnya susbtansi keterwakilan. Publik bisa 

menyaksikan anggota DPR tidak berdaya untuk mengambil sikap, meskipun sebuah 

RUU/UU mendapatkan penolakan secara besar-besaran oleh masyarakat. Undang-undang 

yang dibentuk dalam situasi representasi seperti ini pasti mengandung masalah secara 

substansi. Demikian pula secara proses, cenderung mengabaikan transparansi dan 

partisipasi secara mendalam dan berarti.  

 

Jika undang-undang yang ditengarai berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi dan politik 

kelompok tertentu sedemikian efektif proses penyelesaiannya, tidak demikian dengan 

sejumlah RUU yang berkaitan dengan kepentingan publik, yang justru berlarut-larut. 

Antara lain RUU Masyarakat Adat, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan 

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). 

 

Dari sisi publik, kondisi di atas menunjukkan bahwa prosedur pembentukan undang-

undang DPR dan Pemerintah harus diawasi, dipantau, dan dinilai secara lebih mendalam 

dan terukur. Dari pemetaan di atas, maka sejumlah aspek dalam proses legislasi yang perlu 

diteliti lebih lanjut yang terkait dengan kesesuaian prosedur, transparansi, partisipasi, 

efektivitas, dan keterterimaan publik.  

 

Prosedur pembentukan undang-undang tidak semata dimaknai sebagai elemen teknis. 

Prosedur dibentuk sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak publik dan asas-

asas dalam pembentukan sebuah undang-undang. Karena itu, temuan yang menunjukkan 

adanya pelanggaran prosedur mengindikasikan ada potensi hilangnya kepentingan publik 

dalam undang-undang tersebut.  

 

Hingga saat ini, belum ada sebuah tools untuk menilai kinerja DPR, khususnya terkait 

pelaksanaan fungsi legislasi. Pada umumnya, penilaian atas kinerja legislasi dilakukan 

dengan membandingkan antara jumlah RUU dalam tahap perencanaan dan capaian di akhir 

tahun Prolegnas baik tahunan maupun jangka menengah. Ketiadaan tools tersebut 

menyebabkan tidak adanya tolok ukur yang komprehensif, objektif, dan ilmiah untuk 

menilai kinerja legislasi DPR. Hal ini akan berdampak pada tidak utuhnya pemetaan 

problem legislasi dan upaya perbaikannya pada sisi proses.  

 

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu terobosan untuk memberikan gambaran kinerja legislasi 

yang komprehensif. Pada tahun 2021, IPC mengembangkan sebuah model penilaian kinerja 

legislasi DPR yang diberi nama Indeks Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia atau IKL DPR RI (selanjutnya disebut IKL). 

 

 

 
3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan keenam (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 86 
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B. RUMUSAN PENELITIAN 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, dibutuhkan sebuah penelitian yang disusun secara 

sistematis, untuk menjawab sejumlah rumusan penelitian di bawah ini: 

 

1) Bagaimana ketaatan DPR terhadap prosedur pembentukan undang-undang; 

2) Bagaimana kondisi partisipasi dalam pembentukan undang-undang; 

3) Bagaimana kondisi transparansi pembentukan undang-undang;  

4) Bagaimana keterterimaan publik terhadap undang-undang; dan 

5) Sejauhmana efektivitas pembentukan undang-undang. 

 

Penelitian untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah di atas dibatasi pada konteks 

berikut ini: 

 

1) Aspek yang diteliti yaitu pada aspek formil atau proses pembentukan undang-

undang, khusus pada dimensi efektivitas, transparansi, partisipasi, keterterimaan 

publik, dan kesesuaian prosedur. Semua dimensi ini diturunkan ke sejumlah 

indikator tertentu.  

2) Tahapan pembentukan UU yang diteliti difokuskan pada tahap Pembicaraan 

Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. 

3) Pembentuk UU yang diteliti difokuskan pada DPR RI. 

4) Sumber penelitian adalah dokumen-dokumen resmi pembentukan undang-

undang yang yang diumumkan di web DPR; informasi di media sosial resmi DPR, 

dokumen persidangan di Mahkamah Konstitusi, dan berita di media online. 

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja DPR dalam satu tahun sidang, 

pada lima dimensi yaitu kesesuaian prosedur, partisipasi publik, transparansi, efektivitas, 

dan keterterimaan publik.  

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 

1. Bagi DPR 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan DPR untuk melakukan 

perbaikan proses pembentukan undang-undang. Bahan pertimbangan tersebut mengacu 

pada sejumlah temuan, analisis, dan rekomendasi dalam penelitian ini. DPR dalam 

konteks ini, baik secara kelembagaan melalui Pimpinan atau unit lain tim yang memiliki 

relevansi dengan agenda reformasi parlemen seperti Tim Reformasi Parlemen DPR RI, 

Tim Open Parliament Indonesia (OPI) DPR RI, maupun melalui Badan Legislasi DPR 

RI sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang diberi peran khusus untuk 

menjalankan tugas penyusunan dan pembahasan Prolegnas, penyiapan, penyusunan, 

pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi, dan pembahasan semua RUU.4  

 

2. Bagi Masyarakat Sipil 

 
4 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Pasal 1 angka 9. 
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Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat sipil untuk menyusun 

agenda advokasi reformasi parlemen, khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi 

legislasi DPR. Selain itu, instrumen dan hasil penelitian ini juga dapat menjadi alat ukur 

untuk memantau dan mengawasi kinerja legislasi DPR RI.  

 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan kualitatif untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dan memicu kondisi kinerja legislasi DPR 

RI saat ini.  

 

 

E. KERANGKA KONSEP 

 

1. Kinerja Parlemen 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja parlemen dengan segenap dimensi-

dimensinya, kami berupaya untuk menemukan kajian-kajian terdahulu. Sejumlah kajian 

dan penelitian yang relevan dengan kategori tersebut lain:  

 

a. David Beetham dan Inter Parliamentarian Union (IPU)  

 

David Beetham, Professor Emeritus Politics di University of Leeds dan Inter 

Parliamentarian Union (IPU) mengembangkan a Self Assessment Toolkit for 

Parliament (2008), sebuah Perangkat penilaian mandiri untuk mengevaluasi kinerja 

parlemen berdasarkan serangkaian topik. Tujuannya untuk membantu parlemen 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka berdasarkan internasional dan 

untuk menentukan prioritas penguatan lembaga.  

 

Enam topik pada penelitian ini adalah: 

 

1) Keterwakilan parlemen (the representativeness of parliament); 

2) Pengawasan parlemen terhadap pemerintah (parliamentary oversight over 

the executive);  

3) Kapasitas pembentukan undang-undang parlemen (Parliament’s 

legislative capacity);  

4) Transparansi dan aksesibilitas parlemen (the transparency and 

accessibility of parliament);  

5) Akuntabilitas parlemen (the accountability of parliament); dan  

6) Keterlibatan parlemen dalam kebijakan internasional (parliament’s 

involvement in international policy). 

 

Khusus terkait kapasitas pembentukan undang-undang parlemen, pertanyaan yang 

diajukan yaitu: 

 

1) Seberapa memuaskan prosedur untuk membuat rancangan undang-undang 

diperdebatkan secara penuh dan terbuka di parlemen? 

2) Seberapa efektif prosedur komite untuk meneliti dan mengubah rancangan 

undang-undang? 

3) Seberapa sistematis dan transparan prosedur konsultasi dengan kelompok 

dan kepentingan yang relevan dalam proses legislasi? 
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4) Seberapa memadai kesempatan bagi anggota individu untuk 

memperkenalkan rancangan undang-undang? 

5) Seberapa efektifkah parlemen dalam memastikan bahwa undang-undang 

yang dibuat jelas, ringkas dan dapat dipahami? 

6) Seberapa hati-hati parlemen dalam memastikan bahwa undang-undang 

yang dibuat konsisten dengan konstitusi dan hak asasi manusia penduduk? 

7) Seberapa hati-hati parlemen dalam memastikan perspektif kesetaraan 

gender dalam pekerjaannya? 

Gambar 1: Parliament’s Legilative Capacity 

 

Sumber: Evaluating Parliament (IPU, 2008) 
 

b. Malcom Aldons 

 

Malcom Aldons, mantan Sekretaris Komite House of Representative Australia,  

dama Performance Indicators for the Parliament – Sharp or blunt instruments of 

reform? menyatakan ada empat tahap yang perlu lalui untuk mengembangkan 

indikator kinerja parlemen. 1. Mengidentifikasi seluruh fungsi parlemen; 2. 
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Mengidentifikasi prosedur pelaksanaan fungsi-fungsi parlemen; 3. membuat 

kriteria untuk menilai efektivitas setiap prosedur, dan 4. menentukan satu indikator 

kinerja untuk setiap kriteria. 

 

Malcolm membagi beberapa bagian untuk merumuskan indikator yaitu: fungsi, 

prosedur, kriteria dari masing-masing prosedur/performance dari setiap kriteria. 

Menurut Malcolm, ada tiga faktor yang berhubungan erat dengan indikator di atas. 

Pertama, the nature of functions yang dibagi menjadi decisional functions atau non-

decisional. Kedua, harus dapat diukur. Ketiga, kehati-hatian, tanpa harus 

beradaptasi terhadap fungsi yang dikembangkan oleh Ilmuwan di negara lain, sebab 

kemungkinan terdapat perbedaan karakteristik parlemen antara satu negara dengan 

negara lain. 

 

Untuk fungsi Parlemen, misalnya, Aldon menyebutkan para ahli berbeda pendapat. 

Lord Norton menyebut ada sepuluh fungsi parlemen, sementara Hazell 

menyebutkan ada tujuh fungsi parlemen. Bahkan, Boothroyd hanya menyebutkan 

bahwa fungsi Parlemen adalah meminta pertanggungjawaban eksekutif.5 Apapun 

perbedaan itu, menurut Aldon, indikator merupakan hal terakhir dalam rantai 

tersebut yang dapat memberikan titik temu antar pendapat (fungsi — prosedur — 

kriteria — kinerja indikator).  

 

Aldon menggambarkan hubungan antar antar fungsi melalui sebuah tabel, 

meskipun dia mengakui ini sebagai ilustrasi yang tidak lengkap, tetapi bagi 

pembaca dapat memberikan gambaran mengenai antar fungsi parlemen tadi.   

 

Gambar 2: Hubungan Fungsi dan Prosedur Parlemen (Malcolm Aldon, 2001) 

 
 

 
5 Malcolm Aldon, Performance Indicators for the Parliament — Sharp or blunt instruments of reform? 

Australasian Parliamentary Review, Spring 2001, Vol. 16(2), hlm. 30, https://www.aspg.org.au/wp-

content/uploads/2017/09/3-Aldons.pdf 
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c. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) 

 

Setiap tahun, PSHK membuat catatan atas kinerja legislasi DPR RI, baik pada kategori 

proses (formil) maupun kategori substansi (materil) dengan sejumlah indikator. Dari 

beberapa catatan kinerja legislasi tersebuut, kami memilih Catatan Kinerja Legislasi 

DPR 20136, untuk diolah dalam rangka menggali indikator dan urgensi, khusus pada 

kategori proses. 

Tabel 1: Indikator pada Proses Legislasi 

No Indikator Urgensi 

1 Siapa yang 

mengusulkan 

1. Untuk mengidentifikasi kepentingan siapa atau pihak 

mana yang dominan. Ini adalah titik berangkat untuk 

memperoleh jawaban mengenai siapa pihak yang 

paling diuntungkan dengan hadirnya suatu undang-

undang. Jawabannya dapat terlihat dari konfigurasi 

politik yang muncul dalam pembahasan berikut 

argumentasi pendukungnya; dan 

2. Sebagai titik awal dalam melacak bagaimana kesiapan 

dalam perencanaan pembentukan undang-undang. 

Salah satunya adalah dokumen naskah akademik, yang 

berposisi sebagai basis ilmiah terkait urgensi 

dibentuknya suatu undang-undang. 

2 Alat 

kelengkapan 

yang 

membahas 

untuk mengetahui siapa saja pembahas suatu rancangan 

undang-undang berikut sikap serta pandangannya terhadap 

wacana yang berkembang dalam pembahasan 

3 Tahapan dan 

Waktu 

Pembahasan  

Untuk mengetahui: 

1. Pada bagian hulu, ia menggambarkan perencanaan 

legislasi, termasuk di dalamnya kesiapan dokumen, 

seperti naskah akademik dan naskah rancangan 

undang-undang; dan  

2. Pada tahap pembahasan, waktu pembahasan juga dapat 

menggambarkan materi muatan dari rancangan 

undang-undang yang dibahas, apakah bobot 

substansinya cukup berat atau tidak. 

4 Siapa saja 

yang 

dilibatkan 

dalam 

pembahasan 

Untuk mengetahui: 

1. Siapa saja pemangku kepentingan yang dilibatkan;  

2. Siapa perorangan atau kelompok keahlian turut serta; 

dan  

3. Adakah kelompok rentan yang juga turut dilibatkan. 

5 Keterlibatan 

Publik 

Untuk mengetahui 

1. Keterlibatan publik berdasarkan inisiatif pembentuk 

undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah; 

2. Keterlibatan publik atas inisiatif masyarakat sendiri; 

dan  

3. Bentuk keterlibatan: akses informasi yang memadai, 

sifat rapat pembahasan (terbuka atau tertutup), forum-

 
6 Miko S Ginting, dkk, Catatan Kinerja Legislasi DPR 2013. Capaian Menjelang Tahun Politik (Jakarta: PSHK, 

2013), hlm. 21-26  



8 
 

forum publik yang diselenggarakan, hingga akomodasi 

terhadap aspirasi publik. 

6 Dinamika 

Pembahasan 

Untuk mengetahui  

1. Gambaran wacana atau perdebatan yang muncul dalam 

pembahasan berikut dengan argumentasinya;  

2. Permasalahan-permasalahan krusial yang ada dalam 

suatu rancangan undang-undang;  

3. Bagaimana pembentuk undang-undang mencari jalan 

keluar untuk menyelesaikan permasalahan itu;  

4. Bobot perdebatan terhadap wacana yang berkembang 

itu;  

5. Apakah yang dibahas masalah-masalah yang prinsipil 

atau bersifat teknis; dan 

6. Kesetaraan dalam perdebatan (adakah perbedaan 

perlakuan terhadap orang atau sekelompok orang 

tertentu; adakah perbedaan antara fraksi dengan jumlah 

anggota yang banyak dan fraksi dengan anggota lebih 

sedikit; adakah perbedaan atau kesenjangan gender 

dalam menyampaikan gagasan dalam perdebatan). 

7 Metode 

Pembahasan  

Untuk mengetahui: 

1. Bagaimana cara suatu undang-undang dibahas. Apakah 

menggunakan metode tertentu;  

2. Bagaimana alur sidang yang disepakati dalam 

pembahasan;  

3. Adakah alat bantu yang digunakan dalam membahas 

suatu undang-undang; dan  

4. Kadang kala, pembahasan suatu rancangan undang-

undang melalui metode konvensional dirasa tidak 

efektif dan tidak optimal. Untuk itu, dibutuhkan inovasi 

tertentu. Belakangan ini, metode yang mulai diadopsi 

adalah metode clustering.  

8 Dinamika 

Pengambilan 

Keputusan  

Untuk mengetahui: 

1. Pola pengambilan keputusan dalam pembahasan suatu 

rancangan undang-undang, yaitu melalui musyawarah, 

aklamasi, dan voting; dan 

2. Satu suara atau tidaknya DPR dalam pengambilan 

keputusan terhadap satu atau beberapa isu juga 

keseluruhan rancangan undang-undang. 

Sumber: Diolah dari Catatan Kinerja Legislasi DPR 2013 (PSHK, 2013) 

 

d. DPR RI 

 

Setiap tahun, DPR RI membuat Laporan Kinerja DPR dan Ringkasan Laporan Kinerja 

DPR RI. Sebagai contoh, dalam Ringkasan Laporan Kinerja DPR Tahun 2020-2021, 

struktur laporannya terdiri atas:  

 

1) Pengantar; 

2) Kinerja Fungsi Legislasi; 

3) Kinerja Fungsi Anggaran; 
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4) Kinerja Fungsi Dewan Pengawasan; 

5) Diplomasi parlemen; 

6) Penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 

dan 

7) Penguatan kelembagaan DPR. 

 

Khusus laporan yang berkaitan dengan kinerja fungsi legislasi, informasi yang 

disampaikan dalam laporan tersebut, yaitu:  

 

1) Gambaran Materi muatan RUU yang telah selesai dibahas dan disetujui DPR RI 

bersama Pemerintah menjadi UU 

2) Lampiran yang terkait dengan fungsi legislasi 

a) Daftar Rancangan Undang-Undang yang Telah Selesai Dibahas dan Disetujui 

Menjadi Undang-Undang; 

b) Daftar RUU Kumulatif Terbuka Pengesahan Perjanjian Internasional yang 

telah Selesai Dibahas dan Disetujui Pengesahannya Tidak Menggunakan 

Undang-Undang; 

c) Daftar Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I; 

d) Daftar Rancangan Undang-Undang yang akan Memasuki Pembicaraan 

Tingkat I (Menunggu Surpres); 

e) Daftar Rancangan Undang-Undang dalam Tahapan Harmonisasi di Badan 

Legislasi;  

f) Daftar Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Penyusunan di DPR RI; 

g) Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 

2020-2024; 

h) Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas 

Tahun 2021; dan 

i) Rekapitulasi Putusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi dalam Tahun 

Sidang 2020-2021 (14 Agustus 2020 – 15 Juli 2021). 

 

Laporan ini memberikan deskripsi umum mengenai perkembangan pelaksanaan fungsi 

legislasi dan menjadi sumber informasi untuk dianalisis lebih lanjut. Beberapa catatan 

terhadap laporan ini antara lain belum memberikan gambaran secara utuh dan 

mendalam baik pada aspek proses maupun substansi dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyerapan aspirasi publik dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Misalnya, siapa 

saja pihak yang dilibatkan dalam RDPU (baik terdampak maupun yang memiliki 

perhatian, apakah pendapat mereka telah dibahas/dipertimbangkan, apakah masukan 

tersebut diakomodir. Jika tidak, apa alasannya), bagaimana sikap fraksi-fraksi terhadap 

RUU/UU, apa saja poin penting dari kegiatan kunjungan kerja termasuk ke luar negeri 

yang dapat diakomodir ke dalam undang-undang, dan lain-lain.  

 

Dari pemetaan regulasi; poin-poin penting dari pendapat sejumlah ahli, organisasi non 

pemerintah; laporan kinerja dari DPR; dan pengalaman pemantauan terhadap 

pembentukan undang-undang, IPC akhirnya sampai pada kesimpulan perlunya 

merumuskan sebuah metode pemetaan dan penilaian atas kinerja legislasi DPR melalui 

sebuah Indeks, dengan sejumlah batasan-batasan tertentu.  
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2. Definisi Operasional Per Dimensi 

 

a. Dimensi Kesesuaian Prosedur  

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur diartikan sebagai berikut: 

1. tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; 2 metode langkah demi 

langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.7  

 

Jika dikaitkan dengan pembentukan undang-undang, maka prosedur pembentukan 

undang-undang (atau dengan istilah lain disebut dengan aspek formil dari undang-

uang), didefinisikan sebagai berikut: 

 

1) Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dalam pembentukan 

undang-undang; atau 

2) Metode langkah demi langkah secara pasti dalam pembentukan undang-

undang.  

 

Dalam konteks yang lebih umum, dimensi kesesuaian prosedur dapat diartikan 

sebagai kesesuaian proses legislasi di DPR RI dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

Dalam penelitian ini, Kesesuaian Prosedur dalam legislasi dimaknai proses legislasi 

yang dilaksanakan sesuai tahapan pembentukan undang-undang, tidak terjadi 

pelanggaran administratif, dilibatkannya DPD dalam pembahasan RUU tertentu, 

serta tersedianya dokumen pembentukan undang-undang yang dapat diakses publik. 

 

Berdasarkan rumusan konsep di atas, maka indikator dimensi kesesuaian prosedur 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Ada tidaknya pelanggaran proses legislasi. Indikator ini didasarkan pada 

prinsip bahwa produk legislasi yang baik adalah yang dihasilkan dari 

proses yang sesuai dengan tata tertib yang berlaku; 

2) Pelibatan DPD dalam proses legislasi untuk undang-undang tertentu. 

Keterlibatan DPD dalam proses legislasi merupakan mandat UUD NRI 

1945 dan keputusan Mahkamah Konstitusi8; dan 

3) Ketersediaan dokumen pembentukan undang-undang. Indikator ini adalah 

manifestasi dari mandat yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan UU tentang tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD (MD3).9  

 
7 Prosedur, kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 1 Desember 2021, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prosedur 
8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 
9 UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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Seberapa penting ketaatan DPR dan Pemerintah pada prosedur atau pada aspek 

formil dalam membentuk sebuah undang-undang? D.J. Galligan10 (1996) 

menyatakan:  

Without procedures, policy and law would fail in their purposes. Due process 

is the core, the soul, when implementing the guidelines. Procedures are 

necessary to ensure that the issue is channelled to its right conclusion.11 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tanpa prosedur, maka undang-

undang akan gagal mencapai tujuannya. Bahkan prosedur disebut sebagai inti atau 

jiwa sebuah sebuah penerapan hukum, termasuk dalam konteks pembentukan 

undang-undang.  

Jimly Asshiddiqie (2020) menegaskan apabila pembentuk undang-undang tidak 

mengikuti ketentuan sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal-pasal perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, serta pasal-pasal 

pengundangan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 2011 

jo UU No. 15 Tahun 2019, pembentukan UU yang bersangkutan dapat dinilai 

bertentangan dengan konstitusi terutama nilai-nilai dan norma hukum dan etika 

konstitusi (constitutional law and constitutional ethics)12 

b. Dimensi Transparansi  

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Transparansi antara 

lain:  tidak terbatas pada orang tertentu saja; terbuka.13 Jadi, transparan adalah 

padanan dari kata terbuka.  

 

Dalam konteks pembentukan undang-undang, definisi terbuka terlihat komprehensif 

dengan mengaitkannya pada pengertian asas keterbukaan sebagaimana tercantum 

dalam Penjelasan Pasal 5 UU PPP.  

 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan 

bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan 

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.   

 

Transparansi dalam pembentukan undang-undang diatur dalam sejumlah peraturan 

perundang-undangan, antara lain: 

  

 
10 Chair Professor of Socio-legal Studies, Director of OBOR Programme, University of Oxford. 
11 D. J. Galligan, Due Process and Fair Procedures. (United Kingdom: Oxford University Press, 1996), hlm. 5 
12 Jimly Asshiddiqie, Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum. (Jakarta: Konpress Institute, 2020), 

hlm. 143 
13 Transparansi, kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 1 Desember 2021, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transparan 
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Tabel 2: Regulasi terkait Transparansi Pembentukan Undang-Undang 

No Dasar Hukum Materi terkait Transparansi 

1 UU Nomor 12 Tahun 

2011 tentang 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 

• Pembentukan UU harus dilakukan 

berdasarkan asas keterbukaan dalam 

seluruh tahapannya sehingga seluruh 

masyarakat mempunyai kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan. - Pasal 5 huruf g dan 

Penjelasannya) 

• Masyarakat berhak memberikan masukan 

melalui rapat dengar pendapat umum, 

kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau 

seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 

Untuk memudahkan masyarakat memberi 

masukan, RUU harus dapat diakses 

dengan mudah. - Pasal 96 

2 UU Nomor 2 Tahun 

2018 tentang MPR, 

DPR DPD, dan DPRD  

• Pelaksanaan fungsi-fungsi DPR dilakukan 

dengan pembukaan ruang partisipasi 

publik, transparansi pelaksanaan fungsi, 

dan pertanggungjawaban kerja DPR 

kepada rakyat. - Pasal 69 

• Salah satu tugas DPR adalah menyusun, 

membahas, dan menyebarluaskan RUU. - 

Pasal 72 

• Semua rapat di DPR pada dasarnya 

bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu 

yang dinyatakan tertutup. - Pasal 229 

3 UU Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik  

• Badan Publik wajib menyediakan, 

memberikan dan/atau menerbitkan 

Informasi Publik yang ada di bawah 

kewenangannya (secara akurat, benar, dan 

tidak menyesatkan) kepada Pemohon 

Informasi Publik. Untuk itu, Badan Publik 

harus membangun dan mengembangkan 

sistem informasi dan dokumentasi 

sehingga dapat diakses dengan mudah. - 

Pasal 7 

4 Peraturan DPR Nomor 1 

Tahun 2020 tentang 

Tata Tertib  

• Untuk setiap rapat paripurna, rapat 

paripurna luar biasa, rapat panitia kerja 

atau tim, rapat kerja, rapat dengar 

pendapat, dan rapat dengar pendapat 

umum dibuat risalah yang ditandatangani 

oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas 

nama ketua rapat. - Pasal 301 ayat (1)  

• Risalah rapat yang bersifat terbuka 

dipublikasikan melalui media elektronik 

dan dapat dipublikasikan oleh masyarakat. 

- Pasal 302 ayat (3) 
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Sekjen DPR RI juga menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 13 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Legislasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan ini menyebutkan sejumlah 

dokumen yang diunggah ke SILEG pada proses pembentukan UU.  

 

Tabel 3: Dokumen yang Diunggah di Sileg 

(Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 13 Tahun 2020) 

Tahap Kegiatan Dokumen 

Tahap I  Pengunggahan data 

Prolegnas 

- Judul RUU 

- Konsepsi RUU 

- Pengusul RUU 

- Tanggal pengusulan RUU  

Tahap II Pengunggahan data 

Penyusunan NA dan 

RUU 

- NA 

- RUU 

- Jadwal penyusunan NA dan RUU 

- Laporan singkat penyusunan NA dan 

RUU yang bersifat terbuka 

- Risalah penyusunan NA dan RUU 

Tahap III Pengunggahan data 

harmonisasi RUU 

- Jadwal harmonisasi NA dan RUU 

- Laporan singkat harmonisasi NA dan 

RUU 

- NA dan RUU yang telah diharmonisasi 

dan disepakati di Baleg 

Tahap IV Pengunggahan data 

penetapan usul RUU 

- Jadwal penetapan RUU menjadi usul 

DPR RI 

- Laporan singkat penetapan RUU menjadi 

usul DPR RI 

- Risalah rapat paripurna penetapan RUU 

menjadi usul DPR RI 

- NA dan RUU yang telah ditetapkan rapat 

paripurna sebagai usul DPR RI 

Tahap V Pengunggahan data 

pembahasan RUU 

- Penugasan pembahasan RUU 

- NA dan RUU usul Pemerintah atau DPD 

- Agenda pembahasan RUU antara AKD 

dan Pemerintah 

- Risalah rapat pembahasan RUU antara 

AKD dan Pemerintah 

- RUU yang telah dibahas antara AKD dan 

Pemerintah 

Tahap VI Pengunggahan data 

pembahasan RUU 

- Risalah rapat paripurna terkait 

pengesahan RUU menjadi UU 

- RUU yang telah disahkan dalam rapat 

paripurna 

- Pandangan fraksi-fraksi 

- Pandangan Pemerintah 

Sementara itu, Inter-Parliamentary Union (IPU) menetapkan salah satu karakteristik 

dari parlemen yang demokratis adalah Transparan. Yang dimaksud Transparan oleh 

IPU adalah being open to the nation through different media and transparent in the 
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conduct of its business14 (menjadi terbuka kepada “Negara/Bangsa” melalui 

berbagai media dan transparan dalam menjalankan urusan/kewajiban).  

 

Berdasarkan sejumlah rujukan di atas, IPC merumuskan dimensi Transparansi 

dalam IKL sebagai sebuah proses legislasi yang dilaksanakan secara terbuka, dan 

ditayangkan melalui media publikasi yang dapat diakses oleh publik seluas-

luasnya. 

 

Berdasarkan rumusan konsep di atas, maka indikator dimensi transparansi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1) Keterbukaan proses sidang pembahasan RUU. Ada tiga alasan utama 

menjadikan keterbukaan proses sebagai indikator transparansi dalam IKL. 

Pertama, proses sidang pembahasan RUU adalah inti dari legislasi. Kedua, 

karena proses sidang membahas setiap isu-isu terkait dengan RUU yang 

sedang dibahas, dan publik dapat mengetahui posisi masing-masing 

anggota dan fraksi atas isu yang dibahas. Ketiga, adanya keterbukaan 

proses sidang dapat meminimalisir manipulasi hasil sidang yang dapat 

berakibat pada mal-administrasi. 

2) Media publikasi pembahasan RUU. Indikator ini dianggap penting dalam 

IKL karena media publikasi adalah penghubung antara masyarakat dengan 

proses legislasi. Pilihan media yang digunakan untuk menyebarluaskan 

informasi pembahasan RUU menentukan aksesibilitas masyarakat. 

Semakin luas cakupan media publikasi yang digunakan, maka semakin 

baik tingkat transparansi proses legislasinya. 

Adapun terkait publikasi dokumen pembentukan undang-undang, pada IKL ini 

dimasukkan dalam dimensi kesesuaian prosedur.  

 

Perspektif lainnya mengenai transparansi dapat dilihat dari pendapat James Purser, 

Development Coordinator Local Government and Shires Association. Purser 

berupaya membedakan antara transparan dan terbuka. Menurutnya, transparansi 

adalah apa yang Anda dapatkan ketika Pemerintah memberi tahu Anda apa yang 

terjadi. Hal ini dapat terjadi melalui publikasi data, keterbukaan prosedural, dan 

lingkungan kebijakan yang mendorong penyampaian informasi ke masyarakat. 

Seperti melihat melalui jendela. Anda di satu sisi mengkonsumsi data dan informasi 

dan pemerintah di sisi lain menyampaikannya. Sementara keterbukaan adalah apa 

yang Anda dapatkan ketika pemerintah bergerak keluar dari balik jendela dan duduk 

bersama Anda dan mulai berbicara tentang apa yang telah dilayaninya.15  

 

Pendapat ini relevan dengan Penjelasan Pasal 5 UU PPP di atas yang menempatkan 

keterbukaan sebagai bentuk pemenuhan hak atas informasi (right to information) 

dan jembatan untuk pemenuhan hak lainnya yaitu hak untuk berpartisipasi. Karena 

itu, transparansi/keterbukaan sangat penting dalam pembentukan undang-undang. 

 

 
14 David Beetham, Parliament and Democracy in the Twenty-First Century: A Guide to Good Practice (Geneva: 

Inter-Parliamentary Union, 2007), hlm. 7. David Beetham adalah Professor Emeritus Politics di University of 

Leeds, Anggota Human Rights Centre di University of Essex, dan Associate Director UK Democratic Audit. 
15 James Purser, The Difference Between Transparency And Open, www.govloop.com, diakses pada 2 

Desember 2021, https://www.govloop.com/community/blog/the-difference-between-transparency-and-open/ 

http://www.govloop.com/
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c. Dimensi Keterterimaan Publik  

 

Kata awal dari dimensi ini adalah Acceptability yang kemudian diterjemahkan 

menjadi keterterimaan publik. Dalam istilah lain disebut akseptabilitas. Merujuk 

pada Cambridge Dictionary, pengertian kata Acceptability adalah the quality of 

being satisfactory and able to be agreed to or approved.16 Dalam KBBI, pengertian 

akseptabilitas adalah: hal dapat masuk, hal mudah dicapai, keberterimaan. 

 

Siapa yang disebut dengan publik atau rakyat? Sri Edi Swasono menjelaskan bahwa 

Rakyat adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistik, rakyat tidak 

harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah the common people. Pengertian 

rakyat berkaitan dengan kepentingan publik yang berbeda dengan kepentingan 

orang-seorang. 17 Beliau menegaskan bahwa preferensi sosial berbeda dengan hasil 

penjumlahan atau gabungan dari “preferensi individual”. Istilah “rakyat” memiliki 

relevansi dengan hal-hal yang bersifat “publik” itu.  

 

Adanya aksi unjuk rasa, demonstrasi, atau petisi terhadap sebuah RUU/UU hingga 

permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yang dilakukan oleh 

akademisi, organisasi non pemerintah, buruh, dan lain-lain, secara substansi 

berkaitan dengan kepentingan publik.  

 

IPC kemudian merumuskan dimensi keterterimaan publik sebagai respon publik 

terhadap RUU yang disahkan oleh Presiden bersama DPR RI, baik penerimaan 

maupun penolakan berupa pernyataan sikap di media, petisi, demonstrasi, dan 

gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan rumusan konsep ini, maka 

indikator dimensi Keterterimaan Publik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Gugatan publik (litigasi); dan 

2) Protes publik (non-litigasi) 

Mengapa dimensi ini penting untuk diukur? Sebuah undang-undang pasti memiliki 

relevansi dengan publik, antara lain berkaitan dengan:   

 

1) Pengaturan hak-hak asasi manusia; 

2) Pengaturan hak dan kewajiban warga negara, yang sifatnya mengikat 

umum, seperti membebankan kewajiban kepada warga negara, 

mengurangi kebebasan warga negara, memuat keharusan dan/atau 

larangan atau pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan 

warga negara; 

3) Pengaturan siapa yang disebut dengan warga negara dan cara 

memperoleh/kehilangan kewarganegaraan; dan  

4) Pengaturan yang menimbulkan beban anggaran masyarakat. 

Karena itu, maka keterterimaan publik menjadi dimensi yang penting untuk diukur. 

Cara yang paling sederhana adalah dengan melihat dua jenis respon di atas.  

 
16 “acceptability”, dictionary.cambridge.org, diakses pada 2 Desember 2021, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/acceptability 
17 Sri Edi Swasono, Kemandirian Ekonomi: Menghapus Sistem Ekonomi Subordinasi, Membangun Ekonomi 

Rakyat,  JESP Volume 5 Nomor 2, Oktober 2004.  
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d. Dimensi Partisipasi Publik  

 

Dalam KBBI, pengertian partisipasi adalah: perihal turut berperan serta dalam 

suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta.  

 

Jika dikontekskan dengan pembentukan undang-undang, maka partisipasi dapat 

dimaknai: perihal turut berperan/keikutsertaan/peran serta dalam suatu 

pembentukan undang-undang. Dengan tambahan kata publik, maka pihak yang 

dimaksud dalam partisipasi ini adalah publik.  

 

Lebih dalam, Sherry Arnstein (dalam John Gaber: 2019) memaknai partisipasi 

publik sebagai redistribusi kekuasaan yang memungkinkan warga negara yang 

tidak berpunya, yang saat ini tereliminasi dari proses politik dan ekonomi, untuk 

secara sengaja dilibatkan untuk (pembahasan dan penentuan) masa yang akan 

datang.  

 

It is the redistribution of power that enables the have-not citizens, presently 

excluded from the political and economic process,to be deliberately included 

in the future.18 

 

Terkait pembentukan undang-undang, redistrisbusi kekuasaan berarti masyarakat 

(the have-not citizens, presently excluded from the political and economic) 

memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan dan mengontrol jalannya 

kebijakan). Inilah kategori partisipasi ideal yang oleh Arnstein (1969) disebut 

sebagai Citizen Power. Kondisi ini membutuhkan prasyarat dibangunnya 

meaningful participation. Di dalamnya ada right to be heard, right to be 

considered, dan right to be explained. Mekanisme right to be heard dalam 

pembentukan undang-undang, yaitu melalui RDPU, kunker, seminar, dan lain-lain.  

 

Sementara itu, IPU menggunakan istilah Accessible yang berarti Involvement of the 

public, including civil society and other people’s movements, in the work of the 

parliament”19 (Keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat sipil dan gerakan 

masyarakat lainnya, dalam pekerjaan parlemen). Istilah ini relevan dengan makna 

dari partisipasi publik. IPU menurunkan lebih lanjut prosedur dan realisasi terhadap 

nilai ini dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Tersedianya beragam cara bagi para konstituen untuk mengakses wakil-

wakil mereka di parlemen; 

2) Mekanisme partisipasi publik yang efektif dalam pengawasan pra-

legislasi; hak konsultasi yang terbuka untuk para pihak yang 

berkepentingan; hak publik untuk membuat petisi; mekanisme komplain 

yang sistematis; dan 

3) Kemungkinan untuk melobi, dalam batas-batas ketentuan hukum yang 

disepakati yang menjamin transparansi. 

Dalam IKL ini, IPC merumuskan dimensi Partisipasi sebagai perlibatan publik 

dalam proses legislasi melalui beragam mekanisme seperti penyelenggaraan 

 
18 John Gaber, Building “A Ladder of Citizen Participation”. (Journal of the American Planning Association, 

Volume 85, Number 3, 2019), hlm. 196  
19 David Beetham, Op. Cit., hlm. 7 
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RDPU, kunjungan kerja, kanal online disertai dengan pertanggungjawaban dari 

DPR melalui laporan tindak lanjut hasil partisipasi publik.   

Berdasarkan rumusan di atas, maka indikator dimensi partisipasi dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Dilaksanakannya Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dan kunjungan 

kerja (kunker) dalam pembahasan RUU. Keduanya merupakan 

mekanisme resmi penyerapan aspirasi dan partisipasi dalam pembentukan 

undang-undang; 

2) Tersedianya kanal online partisipasi dalam pembahasan RUU. Adanya 

kanal online memberikan kesempatan bagi masyarakat secara luas untuk 

menyampaikan masukan dan pendapatnya melalui platform digital; dan 

3) Adanya laporan aspirasi publik. Dengan demikian, masyarakat dapat 

mengetahui usulan yang diterima dan yang diabaikan. 

Selain sebagai hak warga negara yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-

undangan20, partisipasi publik juga diperlukan agar masalah yang ingin diatasi 

melalui undang-undang mendapatkan solusi yang tepat dan/atau dapat dipahami 

oleh publik sehingga keterterimaan publik menjadi lebih baik. Selain itu, Lothar 

Gundling (dalam Yuliandri: 1009) mengemukakan beberapa alasan tentang 

pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, sebagai berikut:21 

 

1) Informing the administration; 

2) Increasing the readiness of the public to the accept decisions; 

3) Suplementing judicial protection; dan  

4) Democratizing decision making. 

 

Dengan sejumlah alasan tersebut, partisipasi publik dalam pembentukan undang-

undang menjadi dimensi yang penting untuk diukur.  

 

e. Dimensi Efektivitas 

 

Efektivitas berasal dari kata efektif. Di dalam Cambridge Dictionary, pengertian 

efektif adalah successful or achieving the results that you want22 (berhasil atau 

mencapai hasil yang diinginkan). Sementara efektivitas (effectiveness) adalah the 

degree to which something is effective23 (sejauhmana sesuatu itu efektif atau tingkat 

efektivitas).  

 

Dalam konteks pembentukan undang-undang, maka efektivitas diartikan sebagai 

berikut: 

 

 
20 Lihat Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 243, Pasal 245, dan Pasal 246 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 

tentang Tata Tertib 
21 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Gagasan Pembentukan 

Undang-Undang Berkelanjutan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 187 
22 Effective, dictionary.cambridge.org, diakses pada 1 Februari 2022, 

ttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effective 
23 Effectiveness, dictionary.cambridge.org, diakses pada 1 Februari 2022, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effectiveness 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/successful
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/achieve
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/result
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/want
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1) Tingkat efektivitas pembentukan undang-undang;  

2) Sejauhmana efektivitas pembentukan sebuah undang-undang; atau  

3) Sejauhmana capaian/keberhasilan pembentukan sebuah undang-undang.  

Untuk mengukur sejauhmana capaian/keberhasilan pembentukan sebuah undang-

undang, maka mengacu pada rencana awal yang ditetapkan oleh pembentuk 

undang-undang atau mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan, yang antara lain berkaitan dengan: 

1) Target waktu pembentukan sebuah undang-undang. Pasal 99 UU No. 17 

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 152 ayat (1) 

Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa 

pembahasan rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu 3 

(tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan 

rapat paripurna DPR. Dengan demikian, maka jika sebuah UU 

diselesaikan dalam waktu 3 masa sidang, maka undang-undang tersebut 

memenuhi salah satu unsur untuk dapat dikatakan dibentuk secara efektif.  

2) Aspek prosedural sebagai syarat dapat dilaksanakannya kegiatan 

pembentukan undang-undang. Misalnya jumlah kuorum dalam rapat 

pembahasan RUU yaitu lebih dari satu per dua dari jumlah anggota rapat  

yang terdiri atas lebih dari satu per dua unsur fraksi.24 

3) Pembentukan unit-unit kerja yang mendukung penyusunan dan 

pembahasan RUU baik secara proses maupun substansi. Misalnya  

pembentukan panitia kerja (panja).   

 

Berdasarkan definisi di atas, IPC merumuskan dimensi Efektivitas sebagai sebuah 

proses legislasi yang dilaksanakan secara tepat waktu, dihadiri oleh anggota DPR 

secara penuh, dan didukung oleh panja/pansus dalam proses tersebut. 

 

Berdasarkan rumusan konsep di atas, maka indikator dimensi Efektivitas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kesesuaian antara jadwal Pembicaraan Tingkat I sebuah RUU dengan 

pelaksanaan (masa sidang, tanggal sidang, waktu sidang); 

2) Kesesuaian antara jadwal Pembicaraan Tingkat II sebuah RUU dengan 

pelaksanaan (masa sidang, tanggal sidang, waktu sidang); 

3) Tingkat kehadiran anggota DPR dalam sidang sebuah pembahasan sebuah 

RUU (secara individu dan keterwakilan fraksi); 

4) Ketepatan waktu penetapan prolegnas prioritas; 

5) Ketepatan jadwal Pembicaraan Tingkat I sebuah RUU sejak ditetapkan 

dalam prolegnas prioritas; 

6) Rentang waktu pembentukan UU (sejak tahap pembahasan sampai 

dengan penetapan); dan 

7) Dibentuk-tidaknya panja dalam sebuah pembahasan RUU. 

 

  

 
24 Selengkapnya lihat Pasal 281 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.  
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F. METODE PENELITIAN 

 

1) Pendekatan Penelitian  

 

Penelitian IKL menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif memerlukan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian, dan 

variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel 

masing-masing dan pemahaman dari luar (outward). Reliabilitas dan validitas 

merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan ini, 

karena kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas hasil penelitian dan 

kemampuan replikasi serta generalisasi penggunaan model penelitian sejenis.25 

Dalam IKL ini, variabel dimaksud yaitu lima dimensi dengan 18 indikator yang 

digunakan dalam instrumen penelitian.  

 

Hasil dari IKL ini menjadi bahan bagi IPC untuk dianalisis agar mendapatkan 

kesimpulan dan rekomendasi dalam rangka mendorong perbaikan kinerja legislasi 

DPR RI. Kegiatan melakukan analisis hingga menghasilkan kesimpulan dan 

rekomendasi ini, pada dasarnya bagian terpisah dari IKL. Namun pada laporan ini, 

kami sertakan untuk memberikan gambaran kepada semua pihak mengenai kondisi 

legislasi saat ini. Jadi, IKL ini bukanlah -meminjam istilah Julia Brannen (dalam 

Jonathan Sarwono: 2009)- penelitian kuantitatif yang digunakan untuk memfasilitasi 

penelitian kualitatif26 karena pada dasarnya ini adalah dua hal yang berbeda.  

 

2) Instrumen Penelitian 

 

Instrumen IKL terdiri atas 5 dimensi dengan 18 indikator, sebagaimana tertera pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4: Dimensi dan Indikator pada IKL DPR RI  

No Dimensi Indikator 

1 Efektivitas  1. Kesesuaian antara jadwal Pembicaraan Tingkat I 

sebuah RUU dengan pelaksanaan (masa sidang, 

tanggal sidang, waktu sidang); 

2. Kesesuaian antara jadwal Pembicaraan Tingkat II 

sebuah RUU dengan pelaksanaan (masa sidang, 

tanggal sidang, waktu sidang); 

3. Tingkat kehadiran anggota DPR dalam sidang 

sebuah pembahasan sebuah RUU (secara individu 

dan keterwakilan fraksi); 

4. Ketepatan waktu penetapan prolegnas prioritas; 

5. Ketepatan jadwal Pembicaraan Tingkat I sebuah 

RUU sejak ditetapkan dalam prolegnas prioritas; 

6. Rentang waktu pembentukan UU (sejak tahap 

pembahasan sampai dengan penetapan); dan 

7. Dibentuk-tidaknya panja dalam sebuah pembahasan 

RUU. 

 
25 Jonathan Sarwono, Memadu Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif: Mungkinkah? (Jurnal Ilmiah Manajemen 

Bisnis, Vol. 9, No. 2, Mei 2009), hlm. 119-120 
26 Ibid., 132 
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2 Transparansi 1. Ditayangkan tidaknya pembahasan sebuah RUU 

melalui sarana yang dimiliki DPR (termasuk 

ketersediaan rekaman video, kualitas video/audio, 

keutuhan tayangan/rekaman); dan 

2. Keragaman sarana yang digunakan untuk 

menayangkan pembahasan sebuah RUU. 

3 Partisipasi 1. Dilaksanakan tidaknya RDPU dalam pembahasan 

sebuah RUU (termasuk jumlah pihak yang 

dilibatkan); 

2. Dilaksanakan tidaknya Kunker untuk menyerap 

aspirasi atas sebuah RUU (termasuk jumlah pihak 

yang dilibatkan); 

3. Ketersediaan mekanisme partisipasi secara online 

(termasuk ketersediaan fasilitas sarana partisipasi 

yang memungkinkan warga untuk menyampaikan 

aspirasi secara spesifik dan interaktif); dan 

4. Dibuat tidaknya laporan aspirasi publik (dalam 

dokumen khusus atau laporan akhir AKD). 

4 Kesesuaian 

Prosedur 

1. Ada tidaknya pelanggaran prosedur dalam 

Pembicaraan Tingkat I dan II sebuah RUU (antara 

lain pengusulan RUU yang tidak sesuai prosedur, 

penambahan materi pada RUU kumulatif terbuka 

selain yang ditetapkan dalam putusan MK, dan tidak 

dibagikannya draf RUU pada sidang Pembicaraan 

Tingkat II); 

2. Dilibatkan tidaknya DPD pada RUU tertentu dengan 

materi yang ditetapkan dalam konstitusi (termasuk 

sejauhmana DPD dilibatkan dalam pembahasan 

sebuah RUU (antara lain, diminta membuat DIM 

pendapat akhir, dll); dan 

3. Ketersediaan dokumen pembentukan UU. 

 

5 Keterterimaan 

Publik 

1. Ada tidaknya permohonan judicial review atas 

sebuah RUU yang disahkan (termasuk berapa 

jumlah permohonan); dan 

2. Ada tidaknya protes publik atas RUU (termasuk 

bentuk-bentuk protes dan jumlahnya). 

 

 

3) Teknik Pengumpulan Data 

 

a) Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Sugiyono (2011) 

menyebutnya dengan istilah dokumentasi, yaitu adalah teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, 

gambar, maupun elektronik.27 Dalam penelitian ini, data yang digunakan 

bersumber dari dokumen resmi pembentukan undang-undang yang 

 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 137. 
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diumumkan oleh DPR RI dan dokumen resmi persidangan di Mahkamah 

Kontitusi. 

 

b) Observasi 

Menurut Yusuf (2017), observasi dibedakan dalam dua bentuk. Pertama, 

Participant observer, yaitu bentuk observasi di mana pengamat secara teratur 

berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Kedua, Non-

participant observer, yaitu bentuk observasi di mana pengamat tidak terlibat 

langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat dikatakan pengamat tidak ikut 

serta dalam kegiatan yang diamatinya.28 Dalam penelitian ini, para peneliti 

turut berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati, sehingga disebut participant 

observer. Pengamatan ini dilakukan terhadap video-video di kanal Youtube 

DPR RI serta berita media.  

 

4) Sumber Penelitian 

 

a) Dokumen resmi pembentukan undang-undang, yaitu: 

1) Naskah Akademik 

2) Rancangan Undang-Undang 

3) Risalah rapat 

4) Catatan rapat 

5) Laporan singkat 

6) Laporan Pembentukan Undang-Undang 

7) Laporan Kinerja DPR RI 

b) Video persidangan pembentukan undang-undang, yang bersumber dari: 

1) Akun Youtube DPR RI 

2) Akun Youtube Alat Kelengkapan Dewan DPR RI 

c) Berita di media 

d) Dokumen persidangan di Mahkamah Konstitusi 

1) Putusan 

2) Risalah 

 

5) Metode Analisis Data 

 

a) Perhitungan Indeks 

IKL dihitung dengan merata-rata indeks setiap dimensi yang diukur dalam 

penelitian ini. Sementara indeks untuk masing-masing dimensi dihitung dengan 

merata-rata skor pertanyaan. Setiap pertanyaan dalam penelitian ini memiliki 

bobot yang sama karena semua pertanyaan memiliki tingkat urgensi yang sama 

dalam mewujudkan proses legislasi di DPR RI yang berkualitas. Skor yang 

diberikan untuk setiap pertanyaan adalah antara 0 sampai 100. 

b) Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan studi dokumen dan observasi, dimana 

peneliti menelaah dokumentasi rapat pembahasan RUU (objek IKL), yang 

 
28 AM Yusuf, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2017), hlm. 384 
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bersumber dari Laporan Sidang, berita di media elektronik, channel Youtube, 

dan kanal resmi media sosial DPR RI. 

c) Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen yang mendukung penelitian diperoleh dengan beberapa 

cara. Salah satunya adalah alat verifikasi yang digunakan. Penggunaan alat 

verifikasi dirancang untuk mengurangi kesalahan pengukuran yang mengganggu 

setiap pengamatan dalam penelitian. Secara teknis, keberadaan verifikator dan 

alat verifikasi yang memverifikasi ulang jawaban dapat disejajarkan dengan 

reliabilitas antar-penilai (inter-rater reliability). Verifikator mengevaluasi 

apakah jawaban assesor sesuai dengan bukti yang ditunjukkan dan apakah bukti 

tersebut mencukupi untuk memilih sebuah jawaban. Jika bukti dianggap tidak 

cukup, penilai perlu mencari alat verifikasi tambahan untuk mendukung 

klaimnya. 

Selanjutnya untuk melihat reliabilitas dari lima dimensi dalam penelitian ini 

meggunakan Cronbach’s Alpha. Uji reliabilitas yang menghasilkan Cronbach’s 

Alpha 0.70, artinya bahwa instrumen tersebut dikatakan reliabel. Tabel di bawah 

memberikan nilai koefisien Alpha untuk lima dimensi penelitian. Dari hasil 

analisis dapat dilihat bahwa instrumen dalam penelitian memiliki reliabilitas 

yang baik dengan nilai Cronbach’s Alpha tertinggi dimiliki oleh dimensi hasil 

yang representatif. 

Tabel 5:  Hasil Uji Reliabilitas 

Instrumen 
Jumlah 

Pertanyaan 
Chronbach’s Alpha 

Efektivitas 7 0.727 

Transparansi 2 0.727 

Partisipasi 4 0.731 

Keterterimaan Publik 2 0.873 

Kesesuaian Prosedur 3 0.712 

Mengenai validitas, alat bukti utama berasal dari landasan yang digunakan dalam 

penyusunan instrumen, yaitu regulasi formal undang-undang, peraturan menteri, 

dan peraturan pemerintah. Hal ini terkait dnegan validitas isi. Setiap pertanyaan 

berusaha memiliki dasar formal, sehingga memastikan bahwa alat tersebut benar-

benar mengukur apa yang ingin diukur (efektif). 

Argumen kedua atas validitas didapatkan dengan memandang lima dimensi dan 

dari hasil analisis dapat dilihat bahwa kelima dimensi saling terkait satu sama 

lain sesuai dengan yang seharusnya dalam teori. Keterkaitan ini menandakan 

convergent validity yang baik. Tabel di atas memberikan nilai korelasi antar 

dimensi tersebut. 
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Tabel 6: Korelasi antar Dimensi 

Instrumen Efektivitas  Transparansi Partisipasi 

Publik 

Keterterimaan 

Publik 

Kesesuaian 

Prosedur 

Efektivitas  1 .355* .294** .734* .348* 

Transparansi 
 

1 .333** .691* .500** 

Partisipasi 
  

1 .489* .539* 

Keterterimaan 

Publik 

   
1 362* 

Kesesuaian 

Prosedur 

    
1 

a) Bobot Setiap Dimensi 

IKL dihitung dengan merata-rata Indeks setiap dimensi yang diukur dalam 

penelitian ini. Sementara indeks untuk masing-masing dimensi dihitung dengan 

merata-rata skor pertanyaan. Setiap pertanyaan dalam penelitian ini memiliki 

bobot yang sama karena tim peneliti memandang semua pertanyaan memiliki 

tingkat urgensi yang sama dalam mewujudkan proses legislasi di DPR RI yang 

berkualitas. Skor yang diberikan untuk setiap pertanyaan adalah antara 0 yang 

menunjukan kinerja legislasi yang sangat buruk, sampai 100 yang menunjukan 

kinerja legislasi yang sangat baik.  

 

Tabel 7: Kategorisasi Skor IKL DPR RI  

Skor Kategori 

100 - 81 Sangat Baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

21-40 Buruk 

0-20 Sangat Buruk 
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BAB II 

PELAKSANAAN PENELITIAN  

INDEKS KINERJA LEGISLASI DPR RI 

TAHUN SIDANG 2020-2021 

A. WAKTU PENELITIAN 

 

Penelitian Indeks Kinerja Legislasi DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 dilaksanakan pada 

1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.  

 

 

B. OBJEK PENELITIAN 

 

Objek Penelitian Indeks Kinerja Legislasi DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 adalah 

delapan rancangan undang-undang yang disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah 

untuk menjadi undang-undang pada Tahun Sidang 2020-202129, yaitu:  

 

Tabel 8: Objek Penelitian IKL DPR RI Tahun Sidang 2020-2021  

No RUU UU  

1 RUU tentang Cipta Kerja UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja 

2 RUU tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua 

UU No. 2 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua 

3 RUU tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2021 

UU No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2021 

4 RUU tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi 

UU No. 7 Tahun 2020 tentang  

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi 

5 RUU tentang Bea Materai UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea 

Materai 

6 RUU tentang Pengesahan 

Comprehensive Economic 

Partnership Agreement between the 

Republic of Indonesia and the 

EFTA States (Persetujuan 

Kemitraan Ekonomi Komprehensif 

antara Republik Indonesia dan 

Negara-Negara EFTA) 

UU No. 1 Tahun 2021 tentang 

Pengesahan Comprehensive Economic 

Partnership Agreement between the 

Republic of Indonesia and the EFTA 

States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi 

Komprehensif antara Republik Indonesia 

dan Negara-Negara EFTA) 

7 RUU tentang Pengesahan 

Persetujuan antara Pemerintah 

UU No. 12 Tahun 2020 tentang 

Pengesahan Persetujuan antara 

 
29 Secara keseluruhan, ada 9 RUU yang disepakati menjadi UU pada Tahun Sidang 2020-2021. Satu RUU yang 

tidak diteliti pada IKL ini yaitu RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 
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Republik Indonesia dan Pemerintah 

Kerajaan Swedia tentang Kerja 

Sama dalam Bidang Pertahanan 

Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Swedia Tentang 

Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan 

8 RUU tentang Pengesahan Protocol 

to Implement the Seventh Package 

of Commitments on Financial 

Services under the Asean 

Framework Agreement on Services 

(Protokol Untuk Melaksanakan 

Paket Komitmen Ketujuh Bidang 

Jasa Keuangan dalam Persetujuan 

Kerangka Kerja Asean di Bidang 

Jasa) 

UU No. 13 Tahun 2020 tentang 

Pengesahan Protocol to Implement the 

Seventh Package of Commitments on 

Financial Services under the Asean 

Framework Agreement on Services 

(Protokol Untuk Melaksanakan Paket 

Komitmen Ketujuh Bidang Jasa 

Keuangan dalam Persetujuan Kerangka 

Kerja Asean di Bidang Jasa) 

 

Delapan RUU di atas diteliti untuk mengetahui bagaimana pembentukannya pada dimensi-

dimensi berikut ini: 

 

1) Kesesuaian prosedur;  

2) Partisipasi publik;  

3) Transparansi;  

4) Teterterimaan publik; dan  

5) Efektivitas.  

 

Lima dimensi di atas dibatasi pada: 

 

1) Tahapan Pembicaraan Tingkat I (pembahasan RUU) dan Pembicaraan Tingkat II 

(pengambilan keputusan atas RUU); dan 

2) Pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPR RI. 

 

Khusus untuk IKL DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, ada perubahan indikator pada 

dimensi kesesuaian prosedur. Indikator ketiga yang awalnya adalah ketersediaan dokumen 

pembentukan UU, kami ganti menjadi sejauhmana keterlibatan DPD dalam pembentukan 

undang-undang yang diindentifikasi berdasarkan dokumen pembentukan undang-undang 

yang dipublikasikan pada web DPR RI.” Pada tahun sidang berikutnya, kami akan kembali 

pada indikator awal. 

 

 

C. SUMBER DATA PENELITIAN 

 

1. Dokumen resmi pembentukan delapan undang-undang yang ditetapkan pada tahun 

sidang 2020-2021, yaitu: 

a. Naskah Akademik  

b. Rancangan Undang-Undang 

c. Risalah Rapat 

d. Catatan Rapat 

e. Laporan Singkat 

f. Laporan Pembentukan Undang-Undang 

g. Laporan Kinerja DPR RI 
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2. Video persidangan pembentukan delapan undang-undang yang ditetapkan pada 

tahun sidang 2020-2021, yaitu, yang bersumber dari: 

a. Kanal Youtube DPR RI 

b. Kanal Youtube Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI 

3. Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 (14 Agustus 2020 – 

15 Agustus 2021) 

4. Berita di media delapan undang-undang yang ditetapkan pada tahun sidang 2020-

2021 

5. Dokumen resmi persidangan di Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan delapan 

undang-undang yang ditetapkan pada tahun sidang 2020-2021, berupa: 

a. Risalah 

b. Putusan 

 

 

D. TAHAPAN PENELITIAN 

 

Tabel 9: Tahapan Penelitian IKL DPR RI Tahun Sidang 2020-2021  

No Tahap Tanggal 

1 Penentuan RUU sebagai objek penelitian Juli 2021 

2 Pengumpulan data pada setiap dimensi/indikator  Juli – Desember 2021 

3 Input dan verifikasi data  Juli – Desember 2021 

4 Analisis data (penghitungan/pembobotan) Januari 2022 

5 Penulisan hasil penelitian Februari 2022 

6 Publikasi hasil penelitian Februari 2022 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN  

INDEKS KINERJA LEGISLASI DPR RI 

TAHUN SIDANG 2020-2021 

A. SKOR INDEKS KINERJA LEGISLASI DPR RI TAHUN SIDANG 2020-2021 

 

Skor IKL DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 adalah 36,2. Angka ini diperoleh dari hasil 

rerata lima dimensi. Dengan skor 36,2 ini, berarti kinerja legislasi DPR RI pada Tahun 

Sidang 2020-2021 adalah buruk.  

 

Grafik 1: Skor IKL DPR RI Tahun Sidang 2020-2021  

 

SKOR KATEGORI 

100 - 81 Sangat Baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

21-40 Buruk 

0-20 Sangat Buruk 
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B. SKOR PER DIMENSI INDEKS KINERJA LEGISLASI DPR RI TAHUN SIDANG 

2020-2021 

 

Skor per dimensi pada IKL DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 tertera pada grafik di bawah 

ini. Tidak ada satu pun dimensi yang memperoleh kategori baik atau sangat baik. Skor 

tertinggi ada pada dimensi efektivitas (52,07). Sementara skor terendah ada pada dimensi 

partisipasi yaitu 8,91. 

 

Grafik 2: Skor Per Dimensi IKL DPR RI Tahun Sidang 2020-2021  

 

 

 

 

C. SKOR PER INDIKATOR PADA SETIAP DIMENSI INDEKS KINERJA 

LEGISLASI DPR RI TAHUN SIDANG 2020-2021 

 

Berikut ini skor per indikator pada setiap dimensi IKL DPR RI Tahun Sidang 2020-2021. 

Untuk memberikan gambaran secara umum, kami sajikan ringkasan temuan di setiap 

indikator tersebut.  

 

Tabel 10: Skor Per Indikator IKL DPR RI Tahun Sidang 2020-2021  

No Dimensi Indikator Temuan Skor 

1 Kesesuaian 

Prosedur 

Ada-tidaknya pelanggaran 

prosedur dalam 

pembentukan UU 

Ada 2 RUU yang 

pembentukannya 

menyalahi prosedur 

pembentukan UU 

 

75 

Dilibatkan-tidaknya DPD 

pada RUU tertentu 

sebagaimana diatur dalam 

konstitusi 

Ada 1 RUU yang relevan 

dengan DPD, namun DPD 

tidak dilibatkan dalam 

pembahasannya 

56 

47,1

22,93

50

8,91

52,07

0

10

20

30

40

50

60

Dimensi

Kesesuaian Prosedur Transparansi Keterterimaan Publik Partisipasi Publik Efektivitas
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Sejauhmana DPD 

dilibatkan dalam 

pembahasan sebuah RUU. 

Dari tiga RUU yang 

melibatkan DPD, hanya 

ditemukan 1 DIM RUU 

Otsus Papua dan 1 

dokumen pandangan 

terhadap RUU Ciptaker 

 

10 

2 Transparansi Ditayangkan-tidaknya 

pembahasan RUU melalui 

sarana yang dimiliki DPR 

(TV Parlemen, Youtube, 

dan Facebook).  

ditayangkan-tidaknya 

pembahasan RUU melalui 

sarana yang dimiliki DPR 

(TV Parlemen, Youtube, 

dan Facebook).  

Ada 80,4% sidang 

pembahasan 8 RUU yang 

tidak ditayangkan 

16 

Keragaman sarana yang 

digunakan untuk 

menayangkan pembahasan 

sebuah RUU.  

Sarana yang digunakan 

untuk penayangan rapat 

pembentukan RUU adalah 

Youtube dan Facebook  

30 

3 Keterterimaan 

Publik 

Ada tidaknya 

permohonan  

judicial review atas sebuah 

RUU yang disahkan 

(termasuk berapa jumlah 

permohonan). 

Ada tiga UU yang 

dimohonkan pengujian ke 

Mahkamah Konstitusi  
63 

Ada tidaknya protes publik 

atas RUU (termasuk 

bentuk-bentuk protes dan 

jumlahnya). 

Ada lima RUU yang 

mendapat protes publik   
38 

4 Partisipasi 

Publik 

Dilaksanakan tidaknya 

RDPU dalam pembahasan 

sebuah RUU (termasuk 

jumlah pihak yang 

dilibatkan). 

Ada 5 RUU yang dibahas 

tanpa RDPU 

 16 

Dilaksanakan tidaknya 

Kunker untuk menyerap 

aspirasi atas sebuah RUU 

(termasuk jumlah pihak 

yang dilibatkan). 

Tidak ada pelaksanaan 

kunjungan kerja untuk 

penyerapan aspirasi terkait 

pembentukan undang-

undang 

0 

Ketersediaan mekanisme 

partisipasi secara online 

(termasuk ketersediaan 

fasilitas sarana partisipasi 

yang memungkinkan 

warga untuk 

menyampaikan aspirasi 

secara spesifik dan 

interaktif). 

Sarana partisipasi legislasi 

tidak terarah dan tidak 

disertai respon/interaksi 

dari DPR RI 

10 
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Dibuat tidaknya laporan 

aspirasi publik (dalam 

dokumen khusus atau 

laporan akhir AKD). 

Ada 6 RUU tanpa 

disertai laporan aspirasi 

publik  
10 

5 Efektivitas  Kesesuaian jadwal 

Pembicaraan Tingkat I 

sebuah RUU dengan 

pelaksanaan (masa sidang, 

tanggal sidang, waktu 

sidang) 

Ada dua RUU yang 

pelaksanaan Pembicaraan 

Tingkat I sesuai dengan 

perencanaan. Enam RUU 

lain, tidak diketahui 

karena tidak ada data  

24 

Kesesuaian perencanaan 

jadwal Pembicaraan 

Tingkat II dengan 

pelaksanaan (masa sidang, 

tanggal sidang, waktu 

sidang) 

Ada lima RUU yang 

pelaksanaan Pembicaraan 

Tingkat II sesuai dengan 

perencanaan. Tiga RUU 

lain, tidak diketahui karena 

tidak ada data 

43 

Tingkat kehadiran anggota 

DPR dalam sidang sebuah 

pembahasan sebuah RUU 

(secara individu dan 

keterwakilan fraksi) 

Tingkat kehadiran rata-

rata anggota DPR dalam 

sidang-sidang pembahasan 

RUU sebanyak 65% 

51 

Ketepatan waktu 

penetapan Prolegnas 

Prioritas Tahun 2020 dan 

2021 

Prolegnas Prioritas 2021 

ditetapkan pada 23 Maret 

2021. Sementara Prolegnas 

Prioritas 2020 pada 22 

Januari 2020. (Jadwal 

paling lambat Oktober di 

setiap tahunnya) 

50 

Ketepatan jadwal 

Pembicaraan Tingkat I 

sebuah RUU sejak 

ditetapkan dalam 

prolegnas prioritas 

RUU non kumulatif 

terbuka dibahas antara 6 sd 

9 bulan sejak ditetapkan 

dalam prolegnas prioritas 

35 

Rentang waktu 

pembentukan UU (sejak 

tahap pembahasan sampai 

dengan penetapan) 

Tujuh UU dibentuk dalam 

dua masa sidang. Satu UU 

dibentuk dalam tiga masa 

sidang 

99 

Dibentuk tidaknya panja 

untuk membahas RUU 

Ada 3 RUU tanpa 

pembentukan panja  
66 

 

 

D. URAIAN TEMUAN PER DIMENSI INDEKS KINERJA LEGISLASI DPR RI 

TAHUN SIDANG 2020-2021 

 

1. DIMENSI KESESUAIAN PROSEDUR 

 

Kinerja legislasi DPR pada dimensi ini memperoleh skor 47,1. Angka ini merupakan 

gabungan dari tiga indikator, dengan temuan sebagai berikut: 
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a. Terdapat Dua RUU yang Melanggar Prosedur Pembentukan UU 

 

Ada dua RUU pada tahun sidang 2020-2021 yang pembentukannya tidak sesuai 

dengan prosedur pembentukan undang-undang. Dua RUU tersebut adalah RUU 

Cipta Kerja dan RUU Mahkamah Konstitusi. 

 

1) RUU Cipta Kerja 

 

Pembentukan RUU Cipta Kerja melanggar sejumlah prosedur pembentukan 

undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020, yaitu 

 

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, 

oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak 

didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta 

sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan 

penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan 

Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses 

pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan 

berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.30 

 

Mengacu pada petikan pertimbangan dalam putusan MK tersebut, maka ada 

tiga jenis pelanggaran formil pada pembentukan RUU Ciptaker ini, yaitu:  

 

Pengabaian cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika 

pembentukan undang-undang. Hal ini karena DPR menggunakan metode 

omnibus law yang tidak diatur dalam UU PPP. Pasal 64 UU PPP 

menyebutkan bahwa: “Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan dilakukan sesuai teknik penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan.” Teknik penyusunan tersebut tercermin dalam Lampiran II UU 

PPP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP.  Teknik 

penyusunan UU yang dilakukan pada UU Ciptaker jelas tidak sesuai dengan 

UU PPP.  

 

Berikutnya, perubahan beberapa substansi pasca persetujuan bersama antara 

DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna, 5 Oktober 2020. Padahal, waktu 

tujuh hari setelah persetujuan bersama, hanya untuk perbaikan teknis 

penulisan saja. Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 

menyebutkan bahwa tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk 

mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan 

Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan 

penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan 

penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik 

Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum.   

 

 
30 Putusan Mahkamah Konstitusi, Op. Cit., hlm. 412 
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Selanjutnya, MK menyatakan pembentukan UU Ciptaker bertentangan 

dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas 

dimaksud antara lain, asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, dan asas 

keterbukaan.  

 

Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam 

persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak 

memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. 

Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai 

kelompok masyarakat, pertemuan dimaksud belum membahas 

naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. 

Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak 

mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja 

yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah 

akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan 

mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) 

UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk 

memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan 

dan/atau tertulis.31 

 

Pelanggaran lain adalah tidak dibagikannya Naskah RUU dalam Rapat 

Paripurna Pembicaraan Tingkat II (dengan agenda pengambilan keputusan 

terhadap RUU menjadi UU), pada 5 Oktober 2020. Naskah RUU tersebut 

hanya ada pada Pimpinan DPR, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah 

anggota DPR di media.32 

 

2) RUU Mahkamah Konstitusi 

 

Dalam proses pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga UU Mahkamah 

Konstitusi, pelanggaran prosedur yang terjadi adalah perluasan materi RUU.  

Pada tahun 2020, DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan perubahan ketiga 

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU No. 7 

Tahun 2020 untuk menindaklanjuti sejumlah norma dalam UU Mahkamah 

Konstitusi yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau 

dinyatakan konstitusional bersyarat. Antara lain Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

34/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-

Xl/2013. 

 

Untuk itu, DPR menetapkan perubahan ketiga RUU Mahkamah Konstitusi 

sebagai RUU kumulatif terbuka. Masuknya RUU Perubahan Ketiga UU 

Mahkamah Konstitusi ini, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo UU 

No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP). Pada Pasal ini 

disebutkan: “Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri 

 
31 ibid 
32 Budiarti Utami Putri, tempo.co, Anggota DPR Tak Diberi Salinan Fisik RUU Cipta Kerja saat Paripurna, 

diakses pada 1 Desember 2021,  https://nasional.tempo.co/read/1393254/anggota-dpr-tak-diberi-salinan-fisik-

ruu-cipta-kerja-saat-paripurna 
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atas: b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi.” Pada praktiknya, DPR 

melakukan perluasan materi di luar putusan MK.33 

 

Pelanggaran lainnya adalah diabaikannya asas keterbukaan. Dalam 

keterangan di persidangan MK, DPR menyatakan bahwa telah melaksanakan 

rapat pembahasan DIM selama tiga hari berturut-turut secara tertutup, 

sebagaimana terungkap dalam keterangan dari pihak DPR sendiri dalam 

persidangan di Mahkamah Konstitusi, pada 9 Agustus 2020.  
 

Rapat kerja selanjutnya dilaksanakan oleh panitia kerja RUU MK 

Perubahan Ketiga bersamaan dengan pemerintah pembahasan DIM 

dengan sifat rapat tertutup dan mengundang dan mendengarkan 

masukan dari Mahkamah Konstitusi dan Ikatan Hakim Indonesia 

berlangsung berturut-turut tanggal 26, 27, 28 Agustus 2020, ditutup 

dengan laporan dari tim perumus dan tim sinkronisasi.34 
 

Pembahasan DIM RUU yang seluruhnya dilakukan secara tertutup 

merupakan pelanggaran asas keterbukaan. Apalagi DPR juga tidak 

mengumumkan risalah rapat pembahasan DIM tersebut.  

 

  

b. DPD Tidak Dilibatkan pada Sebuah RUU yang Relevan  

 

Pelibatan DPD dalam proses legislasi selama Tahun Sidang 2020-2021 dilakukan 

pada pembahasan tiga RUU, yaitu: 1) RUU Cipta Kerja, 2) RUU tentang APBN 

tahun 2021, dan 3) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 

 

Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Dewan 

Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, 

dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta 

memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. 

 

Dengan mengacu pada pasal di atas, maka DPD relevan dilibatkan dalam 

pembahasan Undang-Undang tentang Pengesahan Comprehensive Economic 

 
33 Materi baru di luar putusan MK, yaitu: 1. perpanjangan masa jabatan maksimal 15 tahun hingga usia pensiun, 

yaitu 70 tahun, bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat; 2. peningkatan usia minimal menjadi hakim 

konstitusi, dari 47 tahun menjadi 55 tahun; 3. penghapusan periodisasi jabatan hakim; 4. perpanjangan masa 

jabatan ketua dan wakil ketua MK dari 2 tahun 6 bulan menjadi 5 tahun; 5. penambahan unsur satu orang 

akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum sebagai anggota Majelis Kehormatan MK; 6. syarat calon 

hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, 

sedang menjabat sebagai hakim tinggi, atau sebagai hakim agung. 
34 Risalah Sidang Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 Perkara Nomor 

100/PUU-XVIII/2020, Perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan Keterangan DPR dan 

Presiden (III), (IV), 9 Agustus 2020, hlm. 9 
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Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States 

(Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan 

Negara-Negara EFTA).  UU antara lain ini membahas pengelolaan hutan secara 

berkelanjutan dan perdagangan terkait, pengelolaan perikanan dan akuakultur 

secara berkelanjutan dan perdagangan terkait, pengelolaan sektor minyak nabati 

secara berkelanjutan dan perdagangan terkait, dan lain-lain yang relevan dengan 

DPD.  

 

c. Peran DPD pada Pembahasan Tiga RUU Sangat Minim 

 

Indikator keterlibatan DPD dalam pembahasan, dinilai dari apakah DPD 

dilibatkan dalam memberikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan 

membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini 

sebagai tahap akhir dalam Pembicaraan Tingkat I dalam hal RUU berasal dari 

DPR dan/atau Pemerintah.  Berdasarkan penelusuran pada web DPR, keterlibatan 

DPD pada tiga RUU sangat minim. Dari tiga RUU, hanya ditemukan satu DIM 

(RUU Otsus Papua) dan satu pandangan terhadap RUU (RUU Ciptaker). 

 

 

2. DIMENSI TRANSPARANSI 

 

Pada IKL DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, dimensi transparansi mendapat skor 

22,93. Jumlah ini merupakan gabungan dari dua indikator. Untuk mengetahui jumlah 

sidang pembahasan 8 RUU, Tim IKL melakukan penelusuran pada web DPR dengan 

menghitung jumlah laporan singkat yang diumumkan. Hasilnya, terdapat 92 sidang 

untuk membahas 8 RUU. Data tersebut menjadi landasan tuntuk mengidentifikasi 

penayangan sidang DPR di media online.  

 

Sejumlah temuan pada dimensi ini, yaitu: 

 

a. Ada 80,4% Sidang Tidak Ditayangkan 

 

Sebanyak 80,4% sidang pembahasan delapan RUU yang ditetapkan menjadi UU 

pada Tahun Sidang 2020-2021 tidak ditayangkan (74 dari 92 sidang). Sementara 

jumlah sidang yang ditayangkan sebanyak 18 sidang atau 19,6%. Sebagai 

informasi, jumlah sidang yang paling banyak ditayangkan adalah sidang RUU 

Cipta Kerja (9 dari 56 sidang). Sementara itu, dari 19,6% persen rapat yang 

ditayangkan, seluruhnya dalam kondisi utuh dari awal sampai dengan akhir rapat. 

 

Tabel 11: Jumlah Penayangan Sidang Pembahasan RUU Objek IKL 

No RUU Ditayangkan 
Tidak 

Ditayangkan 

Jumlah 

Rapat 

1 RUU tentang Cipta Kerja 9 47 56 

2 RUU tentang Perubahan 

atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua 

5 8 13 
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3 RUU tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 

2021 

1 11 12 

4 RUU tentang Perubahan 

Ketiga UU tentang 

Mahkamah Konstitusi 

2 3 5 

5 RUU tentang Bea 

Materai 

0 2 2 

6 RUU tentang Pengesahan 

Persetujuan antara 

Pemerintah Republik 

Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan 

Swedia tentang Kerja 

Sama dalam Bidang 

Pertahanan 

0 2 2 

7 RUU tentang Pengesahan 

Protocol to Implement 

the Seventh Package of 

Commitments on 

Financial Services under 

the Asean Framework 

Agreement on Services 

(Protokol Untuk 

Melaksanakan Paket 

Komitmen Ketujuh 

Bidang Jasa Keuangan 

dalam Persetujuan 

Kerangka Kerja Asean di 

Bidang Jasa) 

1 0 1 

8 RUU tentang Pengesahan 

Comprehensive 

Economic Partnership 

Agreement between the 

Republic of Indonesia 

and the EFTA States 

(Persetujuan Kemitraan 

Ekonomi Komprehensif 

antara Republik 

Indonesia dan Negara-

Negara EFTA) 

0 1 1 

Jumlah 18 74 92 

Sumber: Diolah dari: 

• Laporan Singkat 8 RUU Tahun Sidang 2020-2021 yang diumumkan pada situs web 

DPR RI (92 berkas) 

• Tayangan sidang 8 RUU  Tahun Sidang 2020-2021 pada TV Parlemen, Facebook, 

dan Youtube DPR RI (18 tayangan) 
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b. Seluruh RUU yang Ditayangkan Menggunakan Media Youtube dan Facebook  

 

Dari 20 persen sidang yang ditayangkan (18 Sidang), seluruhnya menggunakan 

dua sarana penanyanan yaitu Youtube dan  Facebook.  

 

 

3. DIMENSI KETERTERIMAAN PUBLIK 

Pada dimensi ini, DPR memperoleh skor 50. Angka ini merupakan gabungan dari dua 

indikator, dengan temuan-temuan sebagai berikut:  

 

a. Ada Tiga UU yang Dimohonkan Pengujian ke Mahkamah Konstitusi 

 

1) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

 

Tabel 12: Permohonan Pengujian UU No. 7 Tahun 2020  

No No. Perkara Pokok Perkara 

1 96/PUU-XVIII/2020 Uji formil dan uji materil 

2 100/PUU-XVIII/2020 Uji formil dan uji materil 

3 100/PUU-XVIII/2020 Uji formil dan uji materil 

4 97/PUU-XVIII/2020 Uji materil 

Sumber: Diolah dari Informasi Permohonan Pengujian UU  

pada Situ web Mahkamah Konstitusi RI  
 

2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

 

Tabel 13: Permohonan Pengujian UU No. 11 Tahun 2020  

No No. Perkara Pokok Perkara 

1 64/PUU-XIX/2021 Uji materil 

2 108/PUU-XVIII/2020  Uji formil dan uji materil 

3 55/PUU-XIX/2021 Uji formil dan uji materil 

4 107/PUU-XVIII/2020  Uji formil 

5 91/PUU-XVIII/2020 Uji formil 

6 3/PUU-XIX/2021 Uji materil 

7 103/PUU- XVIII/2020 Uji formil dan uji materil 

8 4/PUU-XIX/2021 Uji formil dan uji materil 

9 5/PUU-XIX/2021  Uji materil 

10 87/PUU-XVIII/2020 Uji formil dan uji materil 

11 6/PUU-XIX/2021 Uji formil dan uji materil 

12 105/PUU-XVIII/2020 Uji formil dan uji materil 

13 101/PUU-XVIII/2020  Uji materil 

Sumber: Diolah dari Informasi Permohonan Pengujian UU  

pada Situ web Mahkamah Konstitusi RI 
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3) UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

 

Pada UU ini, ada satu permohonan uji materil di MK yaitu perkara Nomor  

47/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh Timotius Murib, Yoel Luiz Mulait, 

dan Debora Mote35 dari Majelis Rakyat Papua (MRP). 

 

b. Ada Lima UU yang Mendapat Protes Publik   

 

Ada lima RUU yang ditetapkan menjadi UU pada Tahun Sidang 2020-2021, yang 

mendapatkan protes publik. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya diajukan ke 

Mahkamah Konstitusi untuk diuji.  

 

Tabel 14: Keterterimaan Publik terhadap delapan UU 

No RUU Protes Publik 
Permohonan 

Pengujian UU 

1 RUU tentang Cipta Kerja Ada Ada 

2 RUU tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua 

Ada Ada 

3 RUU tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2021 

Ada Ada 

4 RUU tentang Perubahan 

Ketiga UU tentang Mahkamah 

Konstitusi 

Ada Ada 

5 RUU tentang Bea Materai Ada Tidak ada 

6 RUU tentang Pengesahan 

Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Swedia 

tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan 

Tidak ada Tidak ada 

7 RUU tentang Pengesahan 

Protocol to Implement the 

Seventh Package of 

Commitments on Financial 

Services under the Asean 

Framework Agreement on 

Services (Protokol Untuk 

Melaksanakan Paket 

Komitmen Ketujuh Bidang 

Jasa Keuangan dalam 

Persetujuan Kerangka Kerja 

Asean di Bidang Jasa) 

Tidak ada Tidak ada 

 
35 Risalah Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, hlm. ii 
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8 RUU tentang Pengesahan 

Comprehensive Economic 

Partnership Agreement 

between the Republic of 

Indonesia and the EFTA States 

(Persetujuan Kemitraan 

Ekonomi Komprehensif antara 

Republik Indonesia dan 

Negara-Negara EFTA) 

Tidak ada Tidak ada 

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber 

 

 

4. DIMENSI PARTISIPASI PUBLIK 

 

Pada dimensi ini, DPR memperoleh skor 8,91. Angka ini merupakan gabungan dari 

empat indikator, dengan temuan sebagai berikut: 

 

a. Ada 5 RUU Tanpa RDPU 

 

Lima RUU tersebut, yaitu RUU Bea Materai; RUU Mahkamah Konstitusi; RUU 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021; RUU 

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik 

Indonesia dan Negara-Negara EFTA; dan RUU Pengesahan Protokol untuk 

Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam 

Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa. 

 

b. Tidak Ada Kunjungan Kerja untuk Penyerapan Aspirasi Legislasi 

 

Tim IKL tidak menemukan adanya laporan yang menyebutkan bahwa DPR 

melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi dalam pembahasan 8 RUU 

yang disahkan pada Tahun Sidang 2020-2021. 

 

c. Kanal Partisipasi Legislasi Tidak Terarah dan Tidak Disertai Respon DPR 

 

Saat ini, DPR telah memiliki sejumlah sarana partisipasi secara online, antara lain 

aplikasi berbasi web untuk partisipasi penyusunan naskah akademik dan 

rancangan undang-undang pada Pusat PUU Badan Keahlian Dewan (BKD), 

kolom Feedback di menu legislasi, dan berbagai sarana komunikasi melalui media 

sosial DPR.  Namun, sarana ini belum memberikan fasilitas yang memudahkan 

publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Misalnya, 

masyarakat tidak bisa memberikan masukan secara terarah pada pasal-pasal 

dalam RUU. Upaya untuk memberikan masukan secara terarah ini semakin sulit 

dilakukan karena DPR tidak menyajikan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) 

yang diperbaharui sesuai perkembangan pembahasannya. Selain itu, DPR juga 

bersikap pasif atas partisipasi publik pada sidang pembahasan RUU yang 

ditayangkan secara online (tidak ada respon dari DPR atas pertanyaan/masukan 

publik).  
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d. Ada 6 RUU Tanpa Laporan Aspirasi Publik 

 

Enam RUU tanpa laporan aspirasi publik adalah RUU tentang Cipta Kerja; RUU 

tentang Perubahan Kedua atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2021; RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; RUU tentang Bea 

Materai; RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan; dan RUU tentang Pengesahan Protocol to Implement the Seventh 

Package of Commitments on Financial Services under the Asean Framework 

Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh 

Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa) 

  

Hanya ada 2 RUU yang disertai dengan laporan aspirasi publik yaitu RUU tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua dan RUU Pengesahan Comprehensive Economic Partnership 

Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States. 

 

5. DIMENSI EFEKTIVITAS 

 

Pada dimensi ini, DPR memperoleh skor 52,07. Angka ini merupakan gabungan dari 

tujuh indikator. Dari tujuh indikator tersebut, berikut ini beberapa temuan yang 

penting untuk ditampilkan.  

 

a. Ada 7 RUU yang Selesai Dibahas dalam 2 Masa Sidang 

 

Dari 8 RUU, ada 7 RUU yang selesai dibahas dan disahkan dalam 2 masa 

sidang. Adapun satu RUU yang diselesaikan dalam 3 masa sidang yaitu RUU 

tentang Cipta Kerja karena banyaknya materi muatan (mengubah 78 UU) dan 

pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU dibandingkan RUU lainnya. Meski 

demikian, protes publik pada RUU tersebut terjadi sangat massif baik berkaitan 

dengan aspek materil maupun formil. 

 

b. Tingkat Kehadiran Rata-Rata Anggota DPR dalam Sidang-Sidang Pembahasan 

RUU Sebanyak 65% 

 

Persentase ini dihitung berdasarkan telaah atas 68 laporan singkat sidang selama 

masa sidang 2020-2021. Dari 68 sidang, terdapat 39 sidang dengan tingkat 

kehadiran yang mencapai di atas angka rata-rata, sementara sisanya atau sebanyak 

29 sidang dengan tingkat kehadiran yang di bawah rata. Hanya 1 sidang yang 

tingkat kehadirannya mencapai 100%, yaitu pada Rapat Panja RUU tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua dengan agenda rapat laporan tim perumus dan pembahasan 

draf, yang dilaksanakan pada 11 Juli 2021.  

 

Ada 3 sidang dengan tingkat kehadiran yang paling rendah (37%), yaitu pada 

rapat panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan agenda 1) Penjeleasan 

Terhadap Hasil Laporan dan Hasil Audit, 2) Penjelasan Terkait Kebijakan dan 
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Perkembangan Pendidikan dan Kesehatan yang dilaksanakan pada 2 Juni 2021, 

dan 3) masukan dan pendapat DPD pada 8 Juni 2021. 

 

Tingkat kehadiran anggota legislatif dalam sidang-sidang pembahasan RUU 

Cipta Kerja tertinggi, tapi bukan yang terbaik. Berdasarkan data Laporan Singkat 

rapat yang diolah, rata-rata tingkat kehadiran anggota legislatif dalam sidang-

sidang pembahasan RUU Cipta Kerja mencapai 68% dengan persentase terendah 

sebesar 40% dan tertinggi 96%. Sementara tingkat kehadiran anggota legislatif 

untuk pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua, masing-masing sebesar 59% dan 57%.  

Adapun tingkat kehadiran anggota legislatif dalam pembahasan lima RUU 

lainnya tidak diketahui karena data dan informasi yang dibutuhkan tidak tersedia. 

Tingginya persentase tingkat kehadiran anggota legislatif dalam pembahasan 

RUU tentang Cipta Kerja disebabkan karena dorongan Pemerintah yang cukup 

kuat serta banyaknya jumlah pemangku kepentingan yang berpotensi terkena 

dampak atas RUU tersebut. Meskipun tertinggi, pembahasan RUU Cipta Kerja 

bukan yang terbaik karena tidak diikuti oleh seluruh anggota legislatif. Kehadiran 

setiap anggota legislatif dalam sidang-sidang pembahasan RUU menjadi sangat 

penting untuk menjamin kualitas produk legislasi yang dihasilkan.  

Tabel 15: Persentase Kehadiran Anggota DPR dalam Pembahasan RUU 

No RUU Tingkat Kehadiran 

1 RUU tentang Cipta Kerja 68% 

2 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

59% 

3 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 

57% 

Sumber: Diolah dari Sejumlah Laporan Singkat yang Diumumkan DPR (2020-2021). 

Untuk lima RUU lainnya, data tidak tersedia. 

 

  

c. Penetapan Prolegnas Prioritas 2020 dan 2021 Tidak Sesuai Ketentuan UU 

 

Penetapan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan Tahun 2021 melebihi ketentuan 

UU. Mengacu pada Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo 

Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, penetapan Prolegnas 

Prioritas Tahunan dilakukan paling lambat pada Oktober setiap tahunnya.  

 

Tabel 16: Tanggal Penetapan Prolegnas Prioritas 2020 dan 2021 

No Prolegnas Prioritas Penetapan Keterlambatan 

1 Tahun 2020 22 Januari 2020 ± 3 bulan 

2 Tahun 2021 23 Maret 2021 ± 5 bulan 

Sumber: Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 
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d. Ada 3 RUU Tanpa Pembentukan Panja  

 

Tiga RUU yang tidak disertai pembentukan panja adalah RUU yang berkaitan 

dengan pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional, yaitu: 

 

1) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan; 

2) RUU tentang Pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of 

Commitments on Financial Services under the Asean Framework Agreement 

on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang 

Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa); dan 

3) RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement 

between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan 

Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-

Negara EFTA).  
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BAB IV  

ANALISIS ATAS TEMUAN PER DIMENSI  

INDEKS KINERJA LEGISLASI DPR RI  

TAHUN SIDANG 2020-2021  

A. DIMENSI KESESUAIAN PROSEDUR 

 

IKL DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 menemukan ada dua UU yang dibentuk dengan 

melanggar prosedur pembentukan undang-undang yaitu UU No. 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja dan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  

 

Secara umum, terjadinya pelanggaran prosedur dalam pembentukan UU (dalam arti 

luas), disebabkan oleh setidaknya tiga faktor, yaitu:  

 

1) Pembentuk undang-undang secara sadar menempuh prosedur pembentukan 

undang-undang yang berbeda dari norma tertulis karena penafsiran atas 

kaidah hukum (kewajiban, larangan, dan kebolehan). Misalnya: Penyusunan 

UU dengan teknik omnibus law memang tidak tertera dalam UU PPP. 

Dengan demikian, apakah penggunaan metode omnibus masuk dalam 

kaidah larangan atau kebolehan. DPR berdalih, meski tidak diatur bukan 

berarti teknik penyusunan omnibus law sebagai sesuatu yang dilarang. DPR 

menganggap ini masuk dalam wilayah yang boleh dilakukan dengan 

mengacu pada sejumlah praktik yang pernah terjadi pada sejumlah peraturan 

perundang-undangan lainnya.36 

2) Pembentuk UU secara sadar menempuh prosedur pembentukan undang-

undang atas dasar penafsiran terhadap norma dalam UU. Misalnya, 

mengenai syarat UU yang dapat masuk dalam RUU luncuran/operan/carry 

over. Apakah kalimat “memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi 

Masalah..” pada Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019,37 berarti tahapan 

pembahasan DIM atau kegiatan pembahasan DIM. Dalam kasus UU 

Minerba, DPR memaknainya sebagai tahapan pembahasan. Meskipun di NA 

lebih cenderung dimaknai sebagai kegiatan.38  

 
36 Putusan Mahkamah Konstitusi, Op. Cit., hlm. 105 
37 Kalimat lengkap: Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 

ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, 

hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutrya dan 

berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan 

kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. 
38 Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Badan Legislasi DPR RI, 

hlm. 48. Secara garis besar, materi muatan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas 4 (empat) materi perubahan sebagai berikut:  

… 3. Penambahan ketentuan mengenai carry over, dimana rancangan undang-undang yang pembahasannya 

yang telah mencapai 50% (lima puluh perseratus) dari Daftar Inventarisasi Masalah dan belum selesai dibahas 

pada masa periode keanggotaan DPR, untuk dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah 

dan Prolegnas Prioritas Tahunan pada masa keanggotaan DPR periode berikutnya dengan status Rancangan 

Undang-Undang dalam tahap pembahasan DPR, Presiden, dan/atau DPD yang diatur dalam Pasal 71A. Meski 

kalimat yang telah mencapai 50% dihilangkan dalam UU yang disepakati DPR dan Pemerintah, namun ini tetap 
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3) Pembentuk UU melakukan pelanggaran prosedural dengan sengaja, 

meskipun mengetahui secara pasti dan benar perihal kaidah dan norma 

hukumnya. Terlepas dari niat dan tujuan pembentuk UU.39  

 

Bagaimana dengan pelanggaran prosedur pada pembentukan UU Ciptaker dan 

Perubahan Ketiga UU MK? Terkait UU Ciptaker, secara normatif, sebagaimana 

disampaikan di atas, DPR dan Pemerintah memiliki penafsiran tersendiri mengenai 

kaidah hukum bahwa pembentukan undang-undang dengan teknik penyusunan 

omnibus law adalah sesuatu yang dibolehkan. Sementara terkait UU No. 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, DPR telah memberikan penjelasan dengan dalih bahwa ada 

materi muatan tertentu yang bersifat kebijakan terbuka (open legal policy).40 Dengan 

banyaknya perubahan yang bukan tindak lanjut putusan MK, maka seharusnya RUU 

ini tidak masuk dalam kumulatif terbuka. 

  

Apakah pilihan DPR sungguh-sungguh karena penafsiran kaidah/norma hukum atau 

ada upaya refraksi yuridis (pembelokan hukum) dimana undang-undang menjadi alat 

kekuasaan kepentingan politik ekonomi tertentu sehingga kita dalam sebuah kondisi 

yang disebut Brian Z Tamanaha (2004) sebagai rule by law41 bukan rule of law. Untuk 

memastikannya, diperlukan pendalaman dengan melihat sejumlah indikasi. Misalnya, 

keterburu-buruan Pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan pembentukan undang-

undang, rendahnya tingkat partisipasi, ketertutupan pembahasan pada sejumlah rapat, 

relevansi materi undang-undang dengan sektor-sektor bisnis/investasi tertentu, dan 

lain-lain.  

 

Berikutnya, mengenai tidak dilibatkannya DPD pada RUU tentang Pengesahan 

Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia 

and the EFTA States, dapat disebabkan oleh: 

 

1) DPR menilai DPD tidak diperlukan dalam pembahasan RUU yang berupa 

ratifikasi, terlepas dari apapun substansinya; dan/atau  

2) DPR lemah dalam memetakan materi ratifikasi.  

 

Sebagaimana disampaikan sebelumnya ratifikasi ini mengatur mengeai Pengelolaan 

hutan secara berkelanjutan dan perdagangan terkait, pengelolaan perikanan dan 

akuakultur secara berkelanjutan dan perdagangan terkait, pengelolaan sektor minyak 

 
menunjukkan bahwa makna awal yang dikehendaki adalah kegiatan pembahasan DIM bukan sekadar tahapan 

pembahasan DIM. 
39 Contohnya penetapan Perppu Covid menjadi UU. Dalam Pasal 22 ayat (1) UU PPP disebutkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Dalam 

Penjelasan Pasal 52 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang 

pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Perppu ini ditetapkan pada 

tanggal 31 Maret 2020 atau pada masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 – 2020 (Masa Persidangan III 

berlangsung sejak 30 Maret 2020 s.d 12 Mei 2020), seharusnya diajukan ke DPR pada Masa Persidangan 

berikutnya. Namun, Perppu ini diajukan, dibahas, disetujui bersama, disahkan, dan diundangkan pada Masa 

Persidangan yang sama. (Dibahas di Banggar pada 4 Mei 2020, Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan, 12 

Mei 2020, dan disahkan 16 Mei 2020). Jika mengacu pada UU PPP di atas, maka seharusnya Perppu tersebut 

diajukan ke DPR pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, pada 15 Juni 2020 s.d 16 Juli 2020.  
40 Risalah Sidang Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, Op. Cit., hlm. 13-16  
41 Lihat: Brian Z Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory. (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004), hlm. 3 
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nabati secara berkelanjutan dan perdagangan terkait, dan lain-lain yang relevan 

dengan DPD.  

 

Dilibatkan tidaknya DPD pada sebuah RUU seharusnya mengacu pada substansi 

RUU. Sepanjang terkait Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 194542,  maka DPD 

seharusnya dilibatkan.  

 

Adapun mengenai minimnya pelibatan DPD pada tiga RUU, perlu diperdalam lebih 

lanjut. Dalam hal ini, ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu: 

 

1) DPD secara sungguh-sungguh tidak diminta untuk memberikan pengantar 

musyawarah; mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah 

(DIM); serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam 

pembahasan di Tingkat I; 

2) DPD telah diminta untuk memberikan pengantar musyawarah; mengajukan, 

dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM); serta menyampaikan 

pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I, namun 

tidak memenuhinya; atau 

3) DPD telah menyampaikan pengantar musyawarah; mengajukan, dan 

membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM); serta menyampaikan pendapat 

mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan (Pembicaraan Tingkat I), 

namun DPR tidak mengumumkannya. 

 

B. DIMENSI TRANSPARANSI 

 

Pada dimensi ini ditemukan ada 80,4 % sidang pembahasan/penetappan delapan RUU 

yang tidak disiarkan/ditayangkan oleh DPR. Ada sejumlah faktor yang potensial 

mempengaruhi kondisi penayangan sidang-sidang di DPR RI, antara lain:   

 

1) Status penayangan sidang di DPR. Apakah penayangan sidang merupakan 

sebuah kewajiban yang telah dinyatakan dalam peraturan atau sebatas 

komitmen AKD terkait; 

2) Ketersediaan panduan secara detil dalam penayangan sidang di DPR. 

Misalnya, kewajiban penayangan secara utuh, dan bagaimana melakukan 

koordinasi dengan unit terkait; 

3) Ketersediaan SDM, baik jumlah maupun kemampuan teknis; 

4) Kesiapan perangkat dan teknologi; dan 

5) Sistem monitoring dan evaluasi.   

 

Dari seluruh faktor tersebut, yang secara nyata ada/terjadi yaitu DPR memang belum 

menjadikan penayangan sidang-sidang di DPR sebagai kewajiban lembaga. Sejauh ini 

DPR belum memiliki regulasi/panduan khusus yang mengatur mengenai penayangan 

sidang-sidang pembentukan UU di DPR. Ini berbeda dengan publikasi dokumen 

pembentukan undang-undang yang telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal 

 
42 Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; 

hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan 

pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan dan agama. 
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DPR RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi 

Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (meskipun dalam 

implementasinya belum maksimal).  

 

 

C. DIMENSI KETERTERIMAAN PUBLIK 

 

Pada dimensi ini ditemukan ada lima RUU/UU yang mendapat protes publik. Dari 

jumlah itu, tiga di antaranya yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. 

 

Tabel 17: Jumlah Permohonan Uji Materil dan Uji Formil 

UU 
Jumlah Permohonan  

Uji Materil 

Jumlah Permohonan  

Uji Formil 

UU No. 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah 

Konstitusi 

4 3 

UU No. 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja 
11 9 

UU No. 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua 

0 1 

Jumlah 15 13 

Sumber: Diolah dari Informasi Permohonan Pengujian UU  

pada Situ web Mahkamah Konstitusi RI 

 

Ket: satu permohonan judicial review dapat memuat dua jenis pokok perkara sekaligus (uji 

materil dan uji formil).  

Secara umum, protes publik atas substansi dan proses pembentukan RUU tersebut 

dipengaruhi oleh dua hal, yaitu:  

 

1) Faktor teknis seperti mekanisme dan sarana transparansi atau partisipasi 

yang belum dibangun secara memadai sehingga aspirasi publik tidak 

terpetakan dengan baik. 

2) Faktor politis. Dalam hal ini, DPR secara sengaja  tidak membangun 

keterlibatan publik secara memadai43 atau secara sengaja memenuhi 

 
43 Sebagai contoh pada RUU Otsus Papua, DPR hanya melakukan RDPU dengan satu kelompok masyarakat 

sipil; pada pembahasan RUU Ciptaker yang mengubah 78 UU, DPR hanya melakukan RDPU dengan 19 pihak; 

pada RUU tentang Perubahan Ketiga UU Mahkamah Konstitusi, DPR tidak melakukan RDPU. Pada saat 

penyusunan, kelompok buruh merasakan adanya diskriminasi. Seperti diketahui, Pemerintah membentuk Satuan 

Tugas (Satgas) RUU Cipta Kerja yang langsung dikepalai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 

Indonesia Rosan Roeslani. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi 
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aspirasi publik yang telah diserap sebelumnya. Bahkan pada RUU Ciptaker, 

DPR mencantumkan materi muatan yang tidak pernah ada pada tahap 

penyusunan dan pembahasan sebagaimana yang menjadi disampaikan pada 

permohonan pengujian formil Nomor 103/PUU-XVIII/2020.44 Dengan 

situasi seperti ini, maka wajar jika banyak protes publik pada RUU di tahun 

sidang 2020-2021 ini. Jika dianalogikan pada pendapat Prof. Maria Farida 

Indrati (Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2013) pada Putusan 

Nomor 79/PUU-XII/201445, alasan Pemohon tersebut dapat menjadi dasar 

untuk menyatakan terjadinya pelanggaran formil dalam pembentukan UU 

Ciptaker. 

 

Salah satu teori yang dapat menjelaskan tereduksinya aspirasi publik ini adalah 

monetary surrogacy. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, dalam teori representasi, 

Mansbridge mengemukakan salah satu dari empat bentuk representasi dalam 

demokrasi modern yaitu representasi surrogative, bila wakil politik merepresentasikan 

konstituen yang bukan berasal dari konstituennya. Manipestasi yang paling sering dari 

bentuk representasi ini adalah monetary surrogacy, yang terjadi bila warga negara 

dengan pendapatan tinggi menyumbang kampanye pemilihan di luar distrik wakil 

politik. 

 

Monetary surrogacy tidak perlu bekerja pada personal setiap anggota, tetapi cukup 

pada level pimpinan partai, karena mereka melalui fraksi yang mengontrol kedaulatan 

anggota dalam mengambil keputusan. Fraksi/partai yang berwenang menentukan 

pendapat anggota dalam pengambilan keputusan. Kewenangan ini disertai sejumlah 

tindakan terhadap anggota yang dinilai tidak patuh, antara lain mutasi penempatan 

anggota DPR di Alat Kelengkapan DPR; Pergantian Antar Waktu (PAW); dan 

pemecatan dari keanggotaan partai. Kondisi ini menyebabkan hilangnya susbtansi 

keterwakilan. 

 

Ketika partai telah menentukan sikap anggota, anggota DPR tidak berdaya untuk 

mengambil sikap, meskipun sebuah RUU/UU mendapatkan penolakan secara besar-

besaran oleh masyarakat. Misalnya, pada UU KPK dan UU Cipta Kerja; melemahkan 

 
pengarah. Secara keseluruhan, ada 127 orang yang dipilih untuk menginventarisasi masalah dan memberikan 

masukan terkait omnibus law. Sebagian besarnya adalah pengusaha.   
44 Alasan permohonan uji formil dari Pemohon, antara lain: Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 37 Bagian Kedua Bab 

IV Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 1, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 89A Bagian Kelima Bab 

IV Undang-Undang Cipta Kerja tidak pernah ada dalam naskah RUU Cipta Lapangan Kerja ataupun RUU 

Cipta Kerja. Dan tidak pernah dibahas oleh tim tripartit tanggal 10 sampai 23 Juli 2020. Dan juga tidak pernah 

disinggung, baik oleh pemerintah maupun DPR, namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja termuat. 

Selengkapnya, lihat Risalah Sidang Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil dan Materiil 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, hlm. 10 
45 Dissenting opinion Prof. Maria Farida Indrati, berbunyi: “Dari fakta persidangan bahwa UU MD3 khususnya 

Pasal 84 tidak pernah masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelumnya, namun tiba-tiba masuk 

dalam DIM perubahan pada tanggal 30 Juni 2014  setelah diketahui komposisi hasil Pemilu, dengan demikian 

jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka produk hukum tersebut dibentuk tidak berdasarkan 

hukum akan tetapi karena kepentingan politis semata. Memperhatikan bukti dan fakta persidangan bahwa tidak 

terdapat keperluan yang mendesak akan perlunya perubahan terhadap norma Pasal 82 Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2009 dan apalagi dalam DIM sebelumnya serta dalam Naskah Akademik tidak pernah ada 

pembahasan mengenai hal tersebut, oleh karena itu menurut saya pembentukan UU MD3 a quo, jelas 

melanggar UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan 

derivasi dari Pasal 22A UUD 1945. Sehingga secara formil UU MD3 tersebut cacat hukum dalam proses 

pembentukannya.” 
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fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR. Misalnya, pada Penetapan Perppu 

Covid-19; dan melanggar prosedur pembentukan undang-undang, seperti pada UU 

Ciptaker. 

 

 

D. DIMENSI PARTISIPASI 

 

Ada empat temuan pada dimensi ini, yaitu terkait RUU yang dibahas tanpa RDPU, 

tidak adanya pelaksanaan kunjungan kerja untuk penyerapan aspirasi terkait legislasi, 

kondisi sarana partisipasi belum menjawab kebutuhan partisipasi legislasi secara 

efektif, dan Ada RUU yang tanpa disertai laporan aspirasi publik 

 

Terkait lima RUU yang dibahas tanpa RDPU, ada sejumlah kemungkinan yang 

melatarbelakanginya. Antara lain:  

 

1) DPR tidak secara komprehensif melakukan pemetaan terhadap pihak 

terdampak dan pihak yang memiliki perhatian atas RUU. Dua kelompok 

masyarakat ini, terutama yang terdampak langsung, seharusnya disebutkan 

dan dijelaskan dalam naskah akademik sebuah RUU. 

2) DPR menilai tidak adanya relevansi pelibatan publik dalam pembahasan 

sebuah RUU. Penilaian ini bisa terjadi karena DPR menganggap bahwa 

materi muatan sebuah RUU sangat sederhana (misalnya dalam RUU Bea 

Materai);  hanya dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah 

Konstitusi (Pasal 23 ayat (1) huruf b UU PPP); atau RUU tersebut berupa 

pengesahan perjanjian internasional. Padahal, seluruh RUU yang dibahas 

seharusnya melibatkan partisipasi publik. Berdasarkan pengalaman pada 

pembentukan RUU tentang Perubahan Ketiga UU Mahkamah Konstitusi, 

maka partisipasi publik tidak hanya dimaknai untuk penyerapan aspirasi, 

tetapi juga sarana kontrol publik atas pembentukan undang-undang.   

3) DPR secara sengaja mengabaikan pelaksanaan partisipasi publik karena ada 

kepentingan tertentu dari pembentuk undang-undang. Indikasi atas motif 

seperti ini dapat dilihat dari ketergesa-gesaan DPR dalam membahas RUU, 

pelanggaran prosedur seperti memperluas materi muatan dalam RUU yang 

seharusnya difokuskan pada tindak lanjut putusan MK, ketertutupan 

pembahasan RUU, dan lain-lain.  

Mengenai tidak adanya pelaksanaan kunjungan kerja untuk penyerapan aspirasi pada 

8 RUU, ada beberapa kemungkinan terkait hal ini. 

1) DPR secara ril, tidak ada kunjungan;  

2) DPR melakukan kunjungan tetapi tidak membuat laporan; atau  

3) DPR melakukan kunjungan dan membuat laporan, tetapi tidak 

mempublikasikannya.  

 

Kunjungan kerja seharusnya dilakukan pada daerah-daerah yang warganya berpotensi 

terdampak langsung atas lahirnya sebuah UU. Pada prinsipnya, kunker dalam rangka 

pembentukan undang-undang diperlukan untuk menyerap aspirasi kelompok 

terdampak. Selain untuk memperdalam substansi RUU, kunker juga diperlukan juga 

untuk menyusun kebijakan terintegrasi dalam rangka mengantisipasi potensi dampak 

dari penerapan UU melalui kebijakan-kebijakan lainnya.   
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Perihal sarana partisipasi yang belum menjawab kebutuhan partisipasi legislasi secara 

efektif. Sebenarnya DPR memiliki SDM di bidang teknologi informasi yang mampu 

membangun sarana partisipasi dan transparansi secara memadai. Hingga Desember 

2019, DPR telah memiliki 86 aplikasi berbasis web untuk berbagai kepentingan.46 Saat 

ini, kanal khusus partisipasi publik secara online untuk pembentukan UU di DPR, 

tersedia ada pada tahapan penyusunan UU dan tahapan pelaksanaan UU (pemantauan) 

yang dibuat oleh BKD. Sementara partisipasi secara online, di tahapan pembahasan, 

yang berada di bawah kewenangan Baleg, belum tersedia secara khusus (hanya ada 

kolom feedback pada menu rekam jejak yang memungkinkan publik memberikan 

komentar, bukan sebuah aplikasi khusus). Dari dua kanal tersebut, terlihat partisipasi 

publik masih sangat minim.  

Untuk kanal partisipasi penyusunan RUU, dari 49 draf RUU yang ditampilkan, hanya 

ada 3 orang yang memberikan masukan (per 30 Juli 2021). DPR juga perlu 

membangun interaksi dengan publik pada media publikasi pembahasan RUU. 

Kehadiran publik menonton penayangan pembahasan sebuah RUU (melalui Youtube 

dan Facebook) menunjukkan adanya kepedulian mereka. Namun, sarana ini tidak 

digunakan DPR untuk membangun interaksi, menyampaikan informasi mengenai 

legislasi, misalnya link dokumen legislasi, dan lain-lain. Sikap DPR ini berpotensi 

menyebabkan minimnya partisipasi publik. Sebagai contoh: jumlah komentar publik 

dari 20 penayangan rapat pembahasan RUU Ciptaker hanya 17 komentar. Dua puluh 

tayangan pembahasan RUU Ciptaker ini ditonton 8173 kali (per 22 Februari 2022). 

Dibutuhkan political will dari pimpinan DPR untuk membangun sarana partisipasi dan 

transparansi serta memanfaatkannya dengan serius. DPR dapat mengambil 

pembelajaran dari inisiatif di negara lain.  

Adapun mengenai 6 RUU yang tanpa disertai laporan aspirasi publik, bisa disebabkan 

karena memang tidak adanya kegiatan penyerapan aspirasi publik; ada kegiatan 

namun tidak ada laporan; atau ada kegiatan, ada laporan, namun tidak dipublikasikan. 

Idealnya, dokumen-dokumen yang terkait penyerapan aspirasi dalam rangka 

pembentukan undang-undang dimasukkan dalam rekam jejak pada menu legislasi di 

web DPR RI (sistem informasi legislasi). Baik berupa laporan singkat, catatan rapat, 

risalah, dan/atau masukan publik pada kegiatan RDPU, kunker, seminar, lokakarya, 

dan kegiatan lainnya. Selain itu, juga aspirasi publik juga perlu disampaikan dalam 

laporan pembentukan undang-undang pada Pembicaraan Tingkat II dan dalam 

Laporan Kinerja DPR RI.  

Laporan aspirasi publik ini merupakan instrumen bagi pemenuhan right to information 

(hak atas informasi) dan right to be explained dalam prinsip meaningful participation 

sebagai wujud akuntabilitas pembentukan undang-undang. 

 

E. DIMENSI EFEKTIVITAS 

 

Dari seluruh temuan pada dimensi ini, kami akan fokus pada empat temuan yaitu 

terkait efektivitas pembentukan undang-undang (tujuh RUU dibentuk dalam dua masa 

sidang dan satu RUU dibentuk dalam tiga masa sidang), tingkat kehadiran anggota 

DPR dalam pembahasan RUU, keterlambatan penetapan prolegnas prioritas, dan tidak 

dibentuknya panja pada RUU terkait ratifikasi perjanjian internasional,  

 
46 Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019-2020, hlm. 94-96 
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Secara umum, efektivitas pembentukan undang-undang dipengaruhi oleh hal-hal 

berikut ini:  

 

1) Substansi RUU. UU dengan materi muatan (substansi) yang bersinggungan 

antara isu agama dan HAM cenderung/berpotensi membutuhkan waktu 

lama dalam pembentukannya. Misalnya UU No. 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU Anti-

Propaganda Penyimpangan Seksual, RUU tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) terkait pasal mengenai zina, dan undang-undang 

lainnya. Secara substansi, RUU yang relatif cepat pembahasannya apabila 

materi yang diatur sedikit, misalnya pada RUU Bea Materai.  

2) Kategorisasi RUU. Ada jenis RUU tertentu yang proses pembentukannya 

relatif cepat karena urgensinya, antara lain: RUU di luar prolegnas untuk 

mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan 

keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional.47 

Selain itu, juga RUU yang masuk dalam kumulatif terbuka, misalnya dalam 

rangka menindaklanjuti putusan MK.  

3) Komitmen pembentuk undang-undang. Komitmen ini terlihat dari 

pernyataan pihak Pemerintah atau DPR untuk menyelesaikan RUU dalam 

kurun waktu tertentu, diagendakannya kegiatan pembahasan RUU secara 

simultan, termasuk dengan menggunakan masa reses, bahkan dalam 

beberapa kasus dilakukan dengan melanggar prosedur pembentukan 

undang-undang.  

4) Teknik Penyusunan UU. Perubahan sejumlah UU berpotensi lebih cepat 

dilakukan jika menggunakan teknik penyusunan undang-undang dengan 

omnibus law, sebagaimana yang terjadi pada UU Cipta Kerja.  

5) Konfigurasi politik. Bintan R. Saragih (dalam Hotma P. Sibuea: 2017) 

mendefinisikan konfigurasi politik sebagai “gambaran perimbangan 

kekuatan-kekuatan politik yang nyata dan eksis dalam suatu sistem politik”, 

termasuk dukungan DPR untuk Pemerintah.  

6) Komitmen AKD-AKD lain yang terkait dalam pembentukan undang-

undang terkait, antara lain Pimpinan DPR. Sebagai contoh, RUU 

Masyarakat Hukum Adat. Pada 4 September 2020, Baleg DPR telah 

menyepakati hasil harmosisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

RUU tersebut. Selanjutnya RUU ini diserahkan kepada Pimpinan DPR 

untuk ditandatangi sehingga menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Namun, 

hingga saat ini, Pimpinan DPR belum menandatanganinya. 

7) Ketersediaan waktu pembahasan yang memadai, mengingat banyaknya 

RUU yang masuk dalam prioritas tahunan.  

 

Bagaimana dengan delapan RUU yang ditetapkan menjadi UU pada tahun sidang 

2020-2021? Delapan RUU tersebut selesai dalam waktu tidak lebih dari 3 masa sidang. 

Dengan demikian, maka masuk dalam kategori efektif dalam konteks waktu 

pembentukan.  

 

Pasal 99 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan: 

Pembahasan rancangan undang-undang oleh komisi, gabungan komisi, panitia khusus 

atau Badan Legislasi diselesaikan dalam 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat 

 
47 Lihat Pasal 23 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
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diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR. Pasal ini kembali 

dipertegas dalam Pasal 152 ayat (1) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata 

Tertib.  

 

Selain konfigurasi politik, berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas 

pembentukannya.  

 

Tabel 18: Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pembentukan UU  

No RUU Faktor  

1 RUU tentang Cipta Kerja Komitmen pembentuk undang-

undang; Teknik penyusunan UU 

(teknik omnibus law) 

2 RUU tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua 

Substansi RUU yang relatif sedikit 

(sebagai RUU Perubahan. Ada 7 poin 

dalam 20 pasal yang diubah) 

3 RUU tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2021 

Kategori RUU (kumulatif 

terbuka/urgensi); Praktik khusus 

dalam pembentukan UU, antara lain 

tidak ada/minim RDPU) 

 

4 RUU tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi 

Kategori RUU (kumulatif 

terbuka/urgensi) 

5 RUU tentang Bea Materai Substansi RUU yang relatif sedikit 

(tujuh perubahan dari UU No.13 

Tahun 1985 tentang Bea Meterai) 

6 RUU tentang Pengesahan 

Comprehensive Economic 

Partnership Agreement between 

the Republic of Indonesia and the 

EFTA States (Persetujuan 

Kemitraan Ekonomi 

Komprehensif Antara Republik 

Indonesia dan Negara-Negara 

EFTA) 

Kategori RUU (kumulatif terbuka - 

ratifikasi) 

 

7 RUU tentang Pengesahan 

Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Swedia 

Tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan 

Kategori RUU (kumulatif terbuka - 

ratifikasi) 

 

8 RUU tentang Pengesahan 

Protocol to Implement the 

Seventh Package of Commitments 

on Financial Services under the 

Asean Framework Agreement on 

Services (Protokol Untuk 

Kategori RUU (kumulatif terbuka - 

ratifikasi) 
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Melaksanakan Paket Komitmen 

Ketujuh Bidang Jasa Keuangan 

Dalam Persetujuan Kerangka 

Kerja Asean di Bidang Jasa) 

 

Secara umum, efektivitas pembahasan RUU pada DPR periode 2019-2024 sangat 

tinggi, sebagaimana terkonfirmasi dari Penelitian Fitra Arsil, Akademisi Universitas 

Indonesia.48  

 

Tabel 19: Lama Pembahasan Sejumlah RUU Periode 2019-2024 

Undang-Undang 
Lama 

Pembahasan 
Waktu Pembahasan 

UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan 

Batubara 

± 4 bulan 13 Februari 2020 – 12 

Mei 2020 

UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas UU No. 24 

Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi 

± 1 bulan 31 Agustus 2020 – 1 

September 2020 

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja 
± 7 bulan 14 April 2020 – 5 

Oktober 2020 

UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang 

± 1 hari 4 Mei 2020 – 6 Mei 

2020 

UU No. 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
± 3 bulan 28 Juni 2021 – 8 Okt 

2021 

UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu 

Kota Negara 
± 1,5 bulan 7 Des 2021 – 18 Jan 

2022 

Sumber: Diolah dari Presentasi Kemana dan Kenapa RUU PPP (Fitra Arsil, 2022) 

 

 

Konfigurasi politik memegang peranan yang sangat dominan dalam proses 

pembentukan undang-undang pada paeriode 2019-2024 ini. Dengan  81,91% kursi di 

DPR, maka sangat mudah bagi Pemerintah untuk membentuk sebuah UU. Bahkan 

 
48 Fitra Arsil, Kemana dan Kenapa RUU PPP, Materi Presentasi, Diskusi Akademik: Kemana Arah 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, FH UI, ICLD, 12 Februari 2022 

https://dpr.go.id/jdih/index/id/1763
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1763
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1763
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1763
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1763
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1767
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1767
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1767
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1767
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1771
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1771
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
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terhadap undang-undang yang melemahkan fungsi pengawasan dan anggaran DPR itu 

sendiri, seperti pada UU Penetapan Perppu Covid.49 

 

Grafik 3: Persentase Fraksi  

Pendukung dan Oposisi di DPR Periode 2019-2024 

 

 

Tabel 20: Konfigurasi Politik DPR RI Periode 2019-2024 

No Nama Fraksi Kursi Persentase Posisi 

1 Fraksi Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (F-

PDIP) 

128 22,26 

Koalisi 

Pemerintah 

417 kursi 

(81,91%) 

2 Fraksi Partai Golongan Karya 

(F-PG) 
85 14,78 

3 Fraksi Partai Gerakan 

Indonesia Raya (F-Gerindra) 
78 13,57 

4 Fraksi Partai Nasional 

Demokrat (F-Nasdem) 
59 10,26 

5 Fraksi Partai Kebangkitan 

Bangsa (F-PKB) 
58 10,09 

6 Fraksi Partai Amanat 

Nasional (F-PAN) 
44 7,65 

7 Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan (F-PPP) 
19 3,30 

8 Fraksi Partai Demokrat (F-

PD) 
54 9,39 

Koalisi 

Oposisi 

104 kursi 

(18,09%) 

9 Fraksi Partai Keadilan 

Sejahtera (F-PKS) 50 8,70 

 
49 UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. 

82%

18%

Fraksi Pendukung Pemerintah Fraksi Oposisi

https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
https://dpr.go.id/jdih/index/id/1762
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Sementara itu, terkait tingkat kehadiran anggota dalam sidang-sidang yang hanya 65% 

perlu diteliti lebih lanjut penyebabnya, apakah terkait kedisiplinan atau beban kerja 

anggota yang besar, termasuk beban kerja dalam bidang legislasi. Seperti diketahui, 

jumlah RUU yang diajukan dalam Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas 

Prioritas Tahunan sangat banyak.  

 

Grafik 4: Perkembangan RUU pada Tahun Sidang 2020-2021 

 

 
 

Tabel 21: Perkembangan RUU Tahun Sidang 2020-2021 

Tahap Jumlah Uraian 

Tahap Penyusunan 17 RUU 

- 11 RUU dalam proses penyusunan pada 

Anggota dan Alat Kelengkapan DPR RI;  

- 1 RUU dalam proses harmonisasi di Badan 

Legislasi; dan  

- 5 RUU akan memasuki Tahap 

Pembicaraan Tingkat I (Menunggu 

Surpres. 

Tahap Pembicaraan 

Tingkat I 
14 RUU 

 

Selesai dibahas dan 

diisetujui bersama 
9 RUU 

 

Sumber: Diolah dari Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021  

 

 

Hal ini dapat menyebabkan fokus pembahasan pada sebuah RUU yang mendesak 

pembentukannya menjadi terganggu karena harus menghadiri banyak pembahasan 

RUU.  
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Ada sejumlah persoalan yang melatarbelakangi mengapa DPR dan pemerintah selalu 

dihadapkan pada jumlah RUU yang menumpuk. Antara lain:  

 

1) Banyaknya pihak yang berhak mengajukan RUU (DPR, Pemerintah, dan 

DPD) namun tidak disertai dengan kejelasan standar RUU (Misal: 

ketepatan materi muatan50, urgensi, dan ketersediaan naskah akademik).  

2) Hal ini diperparah dengan tidak adanya kewenangan Badan Legislasi DPR 

RI, untuk menolak sebuah RUU; dan  

3) Tidak ada upaya untuk melakukan klasifikasi secara tematik pada tahap 

perencanaan, yang memungkinkan terjadi harmonisasi antar RUU.  

 

Dari tiga lembaga yang berhak mengusulkan RUU, Pemerintah relatif memiliki 

perencanaan yang lebih baik pada aspek substansi dan prosedur. Dengan prasyarat, 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Hukum dan 

HAM bersinergis dengan baik, di bawah komando sang Presiden. Pada periode 2019-

2024, Bappenas telah menyusun Kerangka Regulasi Agenda Pembangunan terkait 

RPJMN 2020-2024, dengan jumlah 37 RUU. Dalam rentang satu periode, jumlah itu 

terbilang rasional untuk diselesaikan (dengan asumsi, sudah tepat pada aspek 

substansi). Namun pada Prolegnas 2020-2024, ternyata Pemerintah (melalui 

Kemenkumham) mengajukan total 86 RUU (baik secara mandiri, maupun bersama 

DPR dan/atau Pemerintah). Hal ini menunjukkan ada problem koordinasi di intenal 

Pemerintah. Masalah yang lebih rumit terjadi di DPR karena potensi ego sektoral 

(fraksi atau AKD) yang sulit diselaraskan karena faktor-faktor politik.  

 

Berikutnya terkait keterlambatan penetapan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan 2021.  

Prolegnas Prioritas 2021 ditetapkan pada 23 Maret 2021. Sebelumnya, Prolegnas 

Prioritas Tahun 2020 ditetapkan pada 22 Januari 2020. Padahal, seharusnya paling 

lambat ditetapkan pada Oktober.  

 

Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, yang mengatur penyusunan dan penetapan Prolegnas Prioritas tahunan 

dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RUU tentang APBN. Berdasarkan Pasal 15 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penetapan 

RUU tentang APBN dilaksanakan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun 

anggaran dilaksanakan. Artinya, paling lambat pada Oktober setiap tahunnya RUU 

APBN harus disahkan. Dengan demikian, maka prolegnas juga harus ditetapkan 

paling lambat Oktober sebelum penetapan RUU APBN.  

 

Pada kenyataannya, keterlambatan penetapan prolegnas prioritas sudah berulang kali 

terjadi. Dalam sembilan tahun terakhir hanya Prolegnas Prioritas Tahun 2019, yang 

ditetapkan tepat waktu.  

 

 
50 Prof. Maria Farida Indrati mengatakan pasca reformasi, terjadi pergeseran pemahaman undang-undang yang 

material (het materiele wetsbegrip) ke arah undang-undang yang formal (het formele wetsbegrib). Dalam hal ini, 

pembentuk undang-undang cenderung mengabaikan ketepatan materi muatan undang-undang. Selengkapnya, 

lihat: Makalah Pemahaman tentang Undang-Undang Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 

1945, Pidato pada Upacara Pengukuhan Prof. Maria Farida Indrati sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 28 Maret 2007. 
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Tabel 22: Tanggal Penetapan Prolegnas Prioritas 2013-2021 

Prolegnas Prioritas Tanggal Penetapan 

2013 13 Desember 2012 

2014 17 Desember 2013 

2015 9 Februari 2015 

2016 26 Januari 2016 

2017 15 Desember 2016 

2018 5 Desember 2017 

2019 31 Oktober 2018 

2020 22 Januari 2020 

2021 23 Maret 2021 

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber 

 

Dampaknya, waktu penyusunan, pembahasan, dan penetapan sebuah RUU juga 

terlambat, sehingga pemenuhan kebutuhan hukum dan hak-hak warga negara yang 

ingin diatur atau dilindungi melalui undang-undang tersebut menjadi terhambat. Pada 

Prolegnas Prioritas tahun 2021, keterlambatan penetapannya terjadi hingga lima bulan 

atau hampir setara dengan dua masa sidang. Keterlambatan penetapan Prolegnas 

Prioritas Tahun 2021, antara lain disebabkan oleh alotnya perbedaan pandangan 

fraksi-fraksi terkait RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemilu. Hasilnya, DPR 

dan Pemerintah menyepakati untuk mengeluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 

Prioritas Tahun 2021. Terlambatnya penetapan prolegnas prioritas di tahun-tahun 

sebelumnya, ditengarai karena faktor serupa (tawar menawar antar fraksi perihal RUU 

yang masuk dalam prolegnas prioritas.  

 

Selanjutnya, terkait pembentukan panja RUU. Seperti disampaikan sebelumnya, ada 

tiga RUU yang tidak disertai pembentukan panja yaitu RUU yang berkaitan dengan 

pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional. Tidak dibentuknya panja berpotensi 

berdampak negatif pada efektivitas pembentukan undang-undang. Argumentasinya, 

dengan adanya panja maka akan ada pihak yang secara khusus bertanggung jawab 

pada pemetaan dan pendalaman materi RUU di dalam sebuah AKD. Dengan 

demikian, akan teridentifikasi lebih dini apa saja potensi masalah pada materi muatan 

sebuah RUU. 

 

Untuk materi yang berkaitan dengan perjanjian internasional, misalnya, pasca Putusan 

MK  Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang membatalkan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional (bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2)51 dan Pasal 

28(D) UUD 1945), DPR dituntut tidak hanya memastikan klausula material, maupun 

klausula formil dari sebuah perjanjian internasional yang akan diratifikasi, tetapi juga 

lebih mendasar lagi, apakah ratifikasi sebuah perjanjian internasional (convention, 

agreement, protocol) tepat dilakukan melalui undang-undang atau melalui bentuk 

hukum lainnya.52 Panja dibentuk dalam rangka memastikan sejak awal hal-hal 

tersebut. 

 
51 Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar 

bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau 

pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
52 Pada tahun 2010, pernah terjadi perbedaan pendapat antara Pemerintah dan DPR mengenai bentuk hukum 

pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and The Government of the 

Russian Federation on Military-Technical Cooperation 2003. Pemerintah menilai bahwa perjanjian tersebut 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. DIMENSI KESESUAIAN PROSEDUR 

 

Pada dimensi ini, ada dua UU pada Tahun Sidang 2020-2021 yang pembentukannya 

melanggar prosedur, yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 7 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi. 

 

Untuk meminimalisir potensi pelanggaran prosedur dalam pembentukan UU, hal-hal yang 

perlu dibangun oleh DPR adalah: 

 

1) Memperkuat peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melalui fungsi 

pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Pintu masuknya adalah bahwa 

pelanggaran prosedur merupakan bagian dari pelanggaran undang-undang. 

Sementara pelanggaran undang-undang merupakan bagian dari pelanggaran kode 

etik. Di dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan DPR RI Tahun 2015 tentang Kode Etik 

DPR RI disebutkan dengan jelas terkait posisi norma hukum etika dan aturan 

perundangan, di mana setiap pelanggaran aturan perundangan oleh Anggota DPR 

RI adalah juga merupakan pelanggaran etik. Dalam hal ini, pimpinan AKD yang 

bertanggung jawab dalam penyusunan atau pembahasan RUU dapat dipanggil 

untuk mencegah potensi pelanggaran tersebut, baik berdasarkan temuan maupun 

laporan publik. Pelaksanaan fungsi pencegahan di atas telah dicontohkan MKD 

dalam pembentukan Pansus UU IKN.53  

2) Penguatan peran MKD di atas dilakukan dengan memuat kategorisasi 

pelanggaran kode etik/kode perilaku dalam pelaksanaan fungsi legislasi ke dalam 

revisi Peraturan DPR mengenai Kode Etik DPR. 

3) MKD juga perlu membuat systemic review terhadap aspek-aspek kelembagaan 

yang memiliki relevansi dengan penegakan etik DPR terkait pelaksanaan fungsi 

legislasi (Misal: review sistemik terhadap rasionalisasi jumlah RUU dalam 

prolegnas untuk meningkatkan kehadiran Anggota dalam rapat-rapat DPR, review 

sistemik terkait sistem informasi legislasi untuk membangun akuntabilitas 

pembentukan UU, review sistemik terhadap Sistem Informasi Anggota untuk 

memperkuat akuntabilitas dan transparansi anggota, dan lain-lain).  

 

Mengenai DPD yang tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU tentang Pengesahan 

Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and 

the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik 

Indonesia dan Negara-Negara EFTA), rekomendasi terkait hal ini adalah: 

 
termasuk dalam kriteria Pasal 10 UU Perjanjian Internasional sementara DPR menilai bahwa perjanjian sangat 

teknis sehingga tidak memerlukan persetujuan dari DPR. Akhirnya, Pemerintah dan DPR menyepakati 

pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden. Pasca pembatalan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, 

DPR dituntut untuk menafsirkan apakah sebuah perjanjian internasional tepat diratifikasi dengan UU mengacu 

pada Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945. 
53 DPR akhirnya memangkas jumlah keanggotaan panitia khusus perancang dan pembahas RUU IKN dari 56 

menjadi 30 orang. Keputusan tersebut menanggapi surat dari pimpinan MKD agar Pansus RUU IKN 

menyesuaikan dengan Ketentuan UU nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 

2014 tentang MPR DPR, DPD, dan DPRD Paesal 157 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2).  
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1) DPR perlu memetakan materi muatan sebuah RUU sejak pembentukan prolegnas 

jangka menengah atau sejak RUU diusulkan ke DPR, sehingga dapat diketahui 

sejak dini apakah RUU tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagaimana diatur 

dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (memerlukan pelibatan DPD 

dalam tahap pembahasan).  

2) Untuk dapat melakukan pemetaan dengan baik, maka Baleg perlu memastikan 

bahwa setiap RUU yang diusulkan dalam prolegnas disertai dengan naskah 

akademik. Karena itu, Baleg perlu diberikan kewenangan untuk tidak menerima 

RUU yang diajukan ke prolegnas apabila tidak disertai dengan naskah akademik. 

 

Berikutnya  perihal peran DPD pada pembahasan tiga RUU, sangat minim. Terkait hal 

tersebut, DPR perlu memberitahukan kepada DPD perihal dilibatkannya lembaga ini sejak 

penetapan prolegnas prioritas tahunan sehingga DPD memiliki waktu yang memadai untuk 

menyusun pengantar musyawarah, DIM, dan pandangan mini. DPR juga perlu 

mengumumkan, apakah DPD memenuhi permintaan tersebut atau tidak. DPD sendiri perlu 

membangun sistem informasi legislasi pada web lembaga agar publik dapat melihat 

bagaimana perkembangan, kajian, dan pandangan DPD atas sebuah RUU atau UU.  

 

 

A. DIMENSI TRANSPARANSI 

 

Pada dimensi ini, didapatkan data bahwa ada 80,4% sidang-sidang pembahasan RUU pada 

tahun sidang 2020-2021 di DPR RI yang tidak ditayangkan. Besarnya jumlah pembahasan 

RUU yang tidak ditayangkan ini potensial disebabkan oleh sejumlah faktor. Antara lain 

karena hingga saat ini DPR  belum menetapkan penayangan pembahasan RUU sebagai 

sebuah keharusan/kewajiban yang diatur dengan/dalam peraturan perundang-undangan.  

 

Karena itu, DPR perlu mengatur penayangan pembahasan RUU ini melalui sebuah regulasi 

khusus (Peraturan DPR). Beberapa hal perlu diperhatikan, antara lain: 

 

1) Penayangan sidang pembahasan RUU seharusnya dimaknai sebagai bagian dari 

pelaksanaan asas keterbukaan pembentukan undang-undang pada sisi proses (di 

samping keterbukaan pada sisi hasil, berupa dokumen pembentukan undang-

undang). Karena itu, penayangan ini juga perlu dinyatakan dalam peraturan DPR 

sebagai salah satu indikator keterbukaan pembentukan undang-undang. Di 

internal Sekretariat Jenderal DPR sendiri, penayangan ini perlu dihitung sebagai 

salah satu KPI (key performance index) atas kinerja di AKD; 

2) Ketersediaan sarana publikasi secara memadai. Bisa jadi, satu AKD 

melaksanakan dua atau lebih kegiatan sidang legislasi atau pengawasan. Dalam 

kondisi seperti ini, biasanya DPR memilih menayangkan isu yang mendapat 

perhatian publik lebih besar. Padahal, setiap isu yang dibahas di DPR pasti 

memiliki relevansi pada kelompok-kelompok tertentu yang merupakan bagian 

dari rakyat Indonesia. Secara teknis sangat mudah bagi AKD untuk membuat 

beberapa kanal Youtube, misalnya, sehingga seluruh sidang DPR dapat 

disaksikan oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat dihindari kemungkinan 

tumpang tindih penggunaan kanal antar AKD. Ketersediaan sarana penayangan 

untuk Panitia Khusus (Pansus) juga perlu dibangun mengingat sifatnya yang ad-

hoc sehingga berpotensi terabaikan; 
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3) Jenis media penayangan yang digunakan. Seperti diketahui, ada beragam media 

penayangan yang selama ini digunakan DPR seperti TV Parlemen, Facebook, 

Youtube, Twitter, dan Instagram. DPR perlu memperhatikan pemanfaatan media 

tersebut, baik dengan pertimbangan popularitas penggunaannya (seperti 

Instagram) maupun keberlanjutannya (seperti Youtube yang dapat merekam 

persidangan sehingga dapat dilihat pasca siaran langsung); 

4) Tahapan pembentukan RUU yang ditayangkan. Sebaiknya penayangan dilakukan 

sejak proses perencanaan (pembentukan prolegnas) dan penyusunan RUU 

mengingat sejak tahap ini, DPR sudah melakukan penyerapan aspirasi; 

5) Keutuhan penayangan. Pengaturan ini diperlukan untuk menghindari penayangan 

yang sifatnya parsial sehingga menyebabkan informasi yang diterima publik tidak 

utuh; 

6) Pengaturan khusus terhadap penayangan atas pembahasan RUU yang dinyatakan 

rahasia; 

7) Koordinasi unit teknis yang melakukan penayangan dengan: a. unit yang 

memberikan respon atas tanggapan publik pada sarana-sarana penayangan 

tersebut; b. unit yang terkait dengan penyediaan dokumen sidang; c. unit yang 

melakukan sosialisasi jadwal penayangan kepada masyarakat. Dengan demikian, 

penayangan sidang tidak hanya menjadi sarana publikasi tetapi juga sarana 

interaksi yang substantif; dan 

8) Publikasi/pengumuman  jadwal pelaksanaan penayangan siaran langsung rapat 

pembahasan RUU agar partisipasi masyarakat semakin besar. Sebagai contoh, 

pada pembentukan RUU Cipta Kerja, terdapat total 20 video penayangan sidang. 

Sidang ini hanya ditonton sebanyak 8.173 kali (per 22 Februari 2022). Angka 

tersebut sangat jauh dari jumlah pengguna internet di Indonesia. yang pada pada 

awal 2021, menurut WeAreSocial mencapai 202,6 juta dari 274,9 juta penduduk 

Indonesia (meningkat 27 juta orang atau 15,5% dari tahun 2020). Dari jumlah 

tersebut, 170 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial aktif 

(meningkat 10 juta orang atau 6,3% dibanding 2020)54. 

 

 

B. DIMENSI KETERTERIMAAN PUBLIK 

 

Dari delapan RUU yang ditetapkan pada Tahun Sidang 2020-2021, hanya RUU terkait 

ratifikasi perjanjian internasional yang tidak mendapat protes publik (3 RUU). Lima RUU 

lain mendapat protes publik di mana tiga di antaranya dimohonkan judicial review ke MK.  

Lima RUU yang mendapatkan protes publik disebabkan minimnya pelibatan pihak 

terdampak dan memiliki perhatian, tidak dibangunnya meaningful participation, 

transparansi yang rendah, dan pelanggaran sejumlah prosedur pembentukan undang-

undang.  

 

Untuk mengatasi kondisi ini, beberapa hal yang perlu dilakukan DPR, yaitu: 

 

1) Pada aspek teknis, DPR perlu memperbaiki sarana beserta mekanisme partisipasi 

dan transparansi berbasis pada prinsip meaningful participation agar keterterimaan 

publik pada RUU relatif lebih baik. Dalam prinsip right to be explained, misalnya, 

 
54    “Digital 2021, Global Overview Report,” We Are Social dan Hootsuite, diakses pada 17 Desember 2021, 

https://wearesocial.com/digital-2021. 

https://wearesocial.com/digital-2021
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DPR perlu membangun mekanisme secara kelembagaan untuk memberikan 

tanggapan balik atas keberatan publik terhadap penjelasan yang diberikan DPR; 

dan  

2) Secara politik, DPR perlu mengatur agar anggota memiliki ruang untuk berposisi 

sebagai delegate (mengikuti kehendak konstituen) dan trustee (memutuskan 

secara pribadi), tidak selalu sebagai partisan (tunduk pada partai) seperti yang 

terjadi pada pembentukan sejumlah undang-undang akhir-akhir ini. Pembiaran 

kondisi seperti ini menyebabkan hilangnya substansi keterwakilan dan pergeseran 

supremasi hukum dari dari rule of law menjadi rule by law. 

 

 

C. DIMENSI PARTISIPASI PUBLIK 

 

Ada lima RUU yang dibahas tanpa RDPU sebagai mekanisme resmi penyerapan aspirasi 

publik dalam pembentukan undang-undang. Tindakan ini merupakan pelanggaran atas 

prinsip dasar dari demokrasi. Belajar dari pembentukan UU No. 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (tanpa partisipasi publik), maka kehadiran publik juga diperlukan sebagai 

sarana kontrol publik atas pembentukan undang-undang agar pelanggaran prosedur dapat 

diminimalisir.  Memang ada tiga RUU yang dibentuk dengan partisipasi publik. Namun 

dilihat dari sisi keterwakilan pihak terdampak, pihak yang dihadirkan sangat tidak 

memadai. Misalnya, pada RUU Otsus Papua, DPR hanya melakukan RDPU dengan satu 

kelompok masyarakat sipil. 

 

Beberapa hal yang perlu dilakukan DPR, yaitu:  

 

1) memperjelas dalam peraturan perundang-undangan bahwa RDPU sebagai sarana 

penyerapan aspirasi resmi wajib dilakukan dalam pembentukan undang-undang, 

karena dalam suatu pembentukan undang-undang pasti ada pihak yang terdampak 

dan/atau pihak yang memiliki perhatian atas materi yang diatur; dan 

2) melakukan perbaikan mekanisme dan sarana RDPU baik secara offline maupun 

online; sarana dan mekanisme itu didesain sedemikian rupa untuk 

menerjemahkan prinsip right to be heard, right to be considered (misalnya, 

membuat DIM versi publik, dengan beragam pendapat) dan right to be explained 

(antara lain dengan membuat dengan membuat laporan aspirasi publik dalam 

pembentukan undang-undang). 

 

Sementara itu, mengenai tidak adanya pelaksanaan kunjungan kerja untuk penyerapan 

aspirasi dalam rangka pembentukan 8 RUU, perlu ditelusuri lebih lanjut penyebabnya. 

Kunker dalam pembentukan undang-undang, selain untuk memperdalam substansi RUU, 

juga diperlukan juga untuk menyusun kebijakan terintegrasi dalam rangka mengantisipasi 

potensi dampak dari penerapan UU melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Namun 

demikian, kunker harus dilakukan secara akuntabel (jelas urgensi, manfaat, dan relevansi). 

Untuk membangun akuntabilitas itu, DPR perlu mengumumkan laporan hasil kunker pada 

web DPR, yang berisi temuan dan rencana tindak lanjutnya.  
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Berikutnya, mengenai sarana partisipasi legislasi yang belum menjawab kebutuhan 

partisipasi legislasi secara efektif. Persoalannya ada pada political will pimpinan DPR. 

DPR memiliki SDM di bidang teknologi informasi yang memadai, dibuktikan dari 

banyaknya aplikasi yang dimiliki DPR, tetapi sarana yang berkaitan dengan penyampaian 

aspirasi secara terarah (spesifik) pada pasal-pasal dalam sebuah RUU, justru belum 

dimiliki DPR. Ada beberapa praktik baik yang bisa dipertimbangkan oleh DPR. Misalnya, 

Portal e-Democracia di Brazil. Portal ini merupakan crowdsourcing untuk legislasi yang 

disiapkan parlemen Brazil sejak 200955. Portal tersebut meliputi komunitas virtual, diskusi 

web, dan juga Wikilegis. Wikilegis merupakan sebuah platform yang memungkinkan 

publik berkomentar atau memberi masukan langsung terhadap RUU. Dengan platform 

tersebut, 30% bagian dari UU Pemuda merupakan masukan publik. 

 

Mengenai enam RUU yang tidak disertai laporan aspirasi publik, DPR perlu menetapkan 

bahwa pembuatan dan publikasi laporan aspirasi publik dalam pembentukan UU sebagai 

kewajiban. Setidaknya ada tiga jenis informasi yang terkait hal ini, yaitu: 

  

1) Masukan publik (bahan narasumber);  

2) Penjelasan DPR atas masukan publik. Jika diakomodir, di bagian mana masukan 

tersebut diakomodir. Jika tidak dapat diakomodir, apa alasannya; dan 

3) Laporan secara keseluruhan mengenai aspirasi publik atas sebuah RUU, yang 

disampaikan dalam laporan akhir pembentukan undang-undang. Semua 

informasi ini perlu diumumkan di menu legislasi pada rekam jejak di setiap 

undang-undang terkait pada situs web DPR RI.  

 

D. DIMENSI EFEKTIVITAS  

 

Pada dimensi ini, ditemukan bahwa secara proses pembentukan delapan undang-undang 

pada Tahun Sidang 2020-2021 ini berlangsung dengan sangat efektif. Namun, efektivitas 

ini mengandung sejumlah masalah yang serius berkaitan dengan pengabaian prosedur serta 

minimnya transparansi dan partisipasi. Hukum yang bermasalah baik secara substansi 

maupun proses pembentukannya, salah satunya merupakan dampak dari situasi politik 

yang mengitari pembentukan undang-undang tersebut, dan berbagai faktor lainnya. 

 

Daniel S. Lev (1990) menyebutkan bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum 

adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu 

merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum di dalam negara -apakah lebih banyak 

mempengaruhi politik atau lebih banyak dipengaruhi politik -tergantung pada 

keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan 

seterusnya. Maka, untuk memahami hubungan politik dan hukum di negara manapun, 

perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam 

masyarakat, keadaan kelembagaan negara, dan struktur sosialnya, selain institusi 

hukumnya sendiri.56 

 

 
55 “Uma plataforma inovadora de transparência e participação popular,” e-democracia, diakses pada 29 Agustus 

2020, www.edemocracia.leg.br.  
56  Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. xxiii - xxiiv 

http://www.edemocracia.leg.br/
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Efektivitas merupakan hal yang penting dalam pembentukan undang-undang. Namun 

apabila efektivitas dapat dicapai dengan mudah tanpa akuntabilitas, ini menunjukkan ada 

masalah pada prosedur (bukan semata cacat pada implementasi). Belajar dari proses 

pembentukan undang-undang pada periode ini, maka sebaiknya ada pengaturan khusus 

mengenai mekanisme fast track legislation (ini berbeda dengan constitutional decree 

authority) agar tidak menjadi liar.  Dengan demikian, maka RUU yang tidak memenuhi 

kriteria tidak boleh menggunakan mekanisme tersebut. 

 

Pada umumnya, mekanisme fast track legislation memiliki dua bentuk penerapan, yaitu 

dengan memangkas tahapan pembentukan atau membatasi waktu yang pembahasan RUU. 

Apabila ingin diadopsi, maka beberapa hal yang perlu diperjelas terkait mekanisme ini 

adalah: 

1) Materi RUU yang dibolehkan menggunakan mekanisme fast track legislation; 

2) Prosedur (termasuk jaminan transparansi dan partisipasi publik); 

3) Jangka waktu pembentukan UU; 

4) Pihak yang berhak mengusulkan RUU (misalnya dibatasi hanya untuk 

Presiden); 

5) Pemuatan sunset clause (jangka waktu berlakunya UU); dan 

6) Kriteria AKD yang membahasnya (termasuk mekanisme kerja AKD, misalnya, 

dengan meniadakan pembentukan Panitia Kerja. 

 

Tentu ada konsekuensi yang timbul atas disetujuinya sebuah RUU menggunakan 

mekanisme fast track legislation, misalnya: menambah jangka waktu masa sidang (yang 

berarti mengurangi masa reses) atau menunda pembentukan UU lainnya.  

 

Berikutnya, dimensi ini juga menemukan tingkat kehadiran anggota DPR dalam sidang 

pembahasan RUU yang hanya 65%. Seperti disampaikan sebelumnya, ada dua 

kemungkinan sebagai penyebabnya, yaitu kedisiplinan anggota dan/atau beban kerja yang 

tinggi, termasuk dalam bidang legislasi, karena banyak RUU yang ditetapkan dalam 

prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan. Terkait hal ini, hal-hal baru 

yang perlu dilakukan DPR, antara lain: 

 

1) Melakukan harmonisasi tema RUU sejak tahap perencanaan. Dengan cara ini, 

IPC dapat menyederhanakan 254 RUU yang masuk dalam daftar prolegnas 

2020-2024, menjadi 110 RUU. Jumlah ini bisa lebih mengecil lagi jika 

mempertimbangkan ketepatan materi muatan, urgensi, dan kelengkapan 

dokumen RUU yang diusulkan seperti naskah akademik; 

2) Memberikan kewenangan bagi Baleg untuk menolak RUU yang tidak disertai 

dengan naskah akademik; dan 

3) Menjadikan RPJMN sebagai dasar untuk menentukan prioritas RUU (pengusul 

RUU dapat berasal dari DPR).  

 

Adapun terkait kedisiplinan, maka peran fraksi dan MKD diharapkan dapat lebih maksimal 

untuk menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penegakan kode etik atas 

ketidakdisiplinan anggota untuk mengikuti rapat-rapat DPR. 
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Mengenai keterlambatan penetapan prolegnas prioritas tahunan yang kerap terjadi karena 

faktor politik. DPR seharusnya lebih berpegang pada Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Pasal 15 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada intinya 

penetapan prolegnas prioritas seharusnya dilakukan Oktober setiap tahunnya.  

 

Pimpinan DPR seharusnya memahami bahwa keterlambatan penetapan prolegnas prioritas 

tahunan yang nyaris dua masa sidang, seperti pada tahun 2021, menyebabkan 

terhambatnya pemenuhan dan perlindungan hak warga negara yang seharusnya diperoleh 

melalui hadirnya sebuah undang-undang. Misalnya RUU Perlindungan Data Pribadi. 

Selama undang-undang ini belum ada, semakin banyak korban penipuan, pemerasan, 

pembobolan keuangan, dan kejahatan lain akibat kebocoran data pribadi.  

 

Penetapan prolegnas prioritas pada Oktober tidak akan mengganggu alotnya tawar 

menawar satu atau dua RUU di antara fraksi-fraksi, sebab RUU tersebut bisa diakomodir 

kemudian melalui prolegnas perubahan.57 MKD diharapkan mengingatkan Pimpinan DPR 

apabila hingga akhir Oktober tidak ada penetapan prolegnas prioritas tahunan.  

 

Peran lain yang diharapkan dari MKD dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah 

mengingatkan agar AKD-AKD yang terkait dengan pembentukan sebuah undang-undang 

tidak memperlambat proses pembentukan undang-undang terkait, sebagaimana terjadi 

pada RUU Masyarakat Hukum Adat. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, meski 

harmonisasi RUU ini telah disepakati di Baleg pada 4 September 2020. Namun, Pimpinan 

DPR belum menandatanganinya untuk diparipurnakan sebagai RUU inisiatif DPR.  

  

Selanjutnya, mengenai tidak dibentuknya panja dalam RUU terkait ratifikasi perjanjian 

internasional. Perlu dikaji lebih dalam mengenai alasan DPR tidak membentuk panja. 

Panja ini penting agar dalam AKD terkait ada anggota DPR yang benar-benar fokus untuk 

melakukan pemetaan dan pendalaman terkait dengan substansi RUU, sejak awal, termasuk 

melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang terkait lainnya. Sebagai 

perbandingan, sebelumnya DPR membentuk panja untuk UU No. 4 Tahun 2018 tentang 

Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial 

Services under the Asean Framework Agreement Services.  

 

Agar panja dapat berperan lebih maksimal, maka pembentukannya perlu dilakukan sejak 

awal tahap pembicaraan tingkat I (pembahasan). Dalam konteks pembahasan RUU, ada 

dua peran yang dapat dilakukan panja. Pertama, melakukan review terhadap naskah 

akademik dan RUU untuk menemukan persoalan-persoalan krusial dan potensial menjadi 

perdebatan di publik untuk disampaikan ke AKD dan dibahas bersama. Kedua, 

menindaklanjuti pembahasan terhadap pasal-pasal tertentu yang diamanatkan oleh AKD 

dengan menyajikan sejumlah alternatif dan argumentasinya.  

 
57 Sebagai contoh, berdasarkan Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Prolegnas RUU Prioritas 

Tahun 2020, ada 50 RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Namun dalam Rapat 

Paripurna 16 Juli 2020, DPR dan Pemerintah sepakat menarik 16 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 

2020.57 Selain 16 RUU di atas, DPR menambah sejumlah RUU untuk dimasukan ke dalam Prolegnas Prioritas 

Tahun 2020 sehingga jumlahnya menjadi 37 RUU. 
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